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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi
Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif
PSAK 109” ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana
akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dalam perspektif PSAK 109.
Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah
Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data
yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data
dilakukan dengan melibatkan beberapa pegawai yang ada di LAZISMU Kabupaten
Mojokerto.

Hasil dari penelitian ini adalah akuntabilitas dan transparansi laporan
keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto belum dilakukan secara maksimal.
Karena dua indikator dari akuntabilitas dan transparansi masih belum diterapkan
yaitu penyajian laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto yang belum
sesuai dengan PSAK 109 dan publikasi laporan keuangan yang masih terjadi
keterlambatan.

Sebagai lembaga amil yang mengelola dana dari masyarakat hendaknya
LAZISMU Kabupaten Mojokerto bertanggungjawab menyajikan laporan keuangan
sesuai PSAK 109 dan melakukan transparansi dengan publikasi laporan keuangan
secara cepat dan tepat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sehingga
laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto menjadi akuntabel dan
transparan.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Zakat merupakan bagian dari konsep rukun islam yang berguna
dalam membangun perekonomian umat islam. Dari segi aspeknya zakat
memiliki dua fungsi sebagai pembersih harta dan juga memiliki fungsi
sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan.* Zakat merupakan kewajiban
yang harus dikeluarkan oleh orang muslim seperti yang telah dijelaskan
dalam Qur'an Surat al Bagarah ayat 110 yang memiliki arti “Dirikanlah oleh
kalian shalat dan bayarlah zakat”. Karena menurut pandangan Islam, Allah
adalah pemilik dari seluruh alam semesta beserta isinya, harta benda yang
dimiliki oleh manusia adalah titipan dari Allah yang suatu saat akan diambil
oleh Allah, jadi manusia harus mengikuti apa yang telah ditentukan oleh
pemilik mutlak dari harta kekayaan tersebut yaitu Allah, dari segi perolehan,
pendayagunaan maupun penyaluran atau penggunaannya.?

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk oleh pemerintah
Indonesia untuk menjalankan penghimpunan dan penyaluran zakat dalam
hal pendistribusian zakat. Undang-undang tentang telah menetapkan bahwa
BAZNAS merupakan lembaga yang memiliki wenang dalam melakukan

tugas pengelolaan zakat secara nasional. Di samping itu masyarakat dapat

1 Nurul Huda, dkk, Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoretis dan Sejarah, (Jakarta: Kencana,
2012), 88.

2 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4, (Jakarta: Salemba Empat,
2015), 282.



membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Jadi dari penjelasan tersebut bisa
diambil kesimpulan yaitu Amil zakat bukan menjadi milik orang
perseorangan tetapi milik badan atau lembaga, yakni BAZNAS atau LAZ.
BAZNAS dan LAZ merupakan pelaku utama yang mendapat amanah
mewujudkan tujuan pengelolaan zakat.® Tujuan badan atau pengelola amil
zakat yaitu berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran dana zakat.
Sehingga BAZNAS dan LAZ memiliki tanggung jawab untuk mengelola
zakat dengan tepat sasaran, efektif, efisien, serta akuntabel dan transparansi
publik.

Meski telah terdapat banyak lembaga amil zakat di Indonesia,
ternyata penyerapan potensi zakat belum maksimal. Wakil Presiden Ma’ruf
Amin dalam konferensi internasional World Zakat Forum (WZF) yang
digelar pada 5-7 November 2019, mengatakan bahwa potensi zakat di
Indonesia dapat mencapai Rp. 230 Triliun. Namun yang dapat dikelola
hanya berkisar Rp. 8 Triliun atau 3,5% dari potensi yang seharusnya. Tata
kelola manajemen yang kurang baik dan kurangnya transaparansi dalam
pelaporan keuangan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap
lembaga pengelola zakat. Hal ini menjadi salah satu penghambat

penyerapan potensi zakat sehingga kurang optimal.

3 “Proceeding International Workshop on Mobilization and Management of Zakah and Wadf,
(Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 89”.

4 “Ma’ruf Amin Sebut Potensi Zakat Capai Rp230 Triliun Bisa Perbaiki Ekonomi Bangsa -
Regional Liputan6.Com,” accessed December 5, 2019,
"https://www.liputan6.com/regional/read/4104658/maruf-amin-sebut-potensi-zakat-capai-rp230-
triliun-bisa-perbaiki-ekonomi-bangsa".



Pada dasarnya lembaga apapun yang mengelola uang masyarakat
harus melakukan penyusunan laporan keuangan. Begitupula dengan
lembaga zakat yang memiliki kewajiban bertanggung jawab atas
kepercayaan yang diberikan oleh muzakki. Dasar laporan keuangan yang
digunakan oleh BAZNAS dan LAZ adalah Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan 109 (PSAK 109). PSAK 109 merupakan standar akuntansi yang
mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang
dikhususkan untuk pembayaran zakat dan infak/sedekah disusun oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah) untuk
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan BAZNAS
dan LAZ sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan bahwa masih
kurangnya transparansi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga
amil zakat karena beberapa amil zakat atau Organisasi Pengelola Zakat
(OPZ) masih belum melakukan audit terhadap laporan keuangannya
sehingga laporan keuangannya tidak dapat dipublikasikan kepada
masyarakat dan hanya lembaga zakat tingkat nasional yang melakukan audit
dan dipublikasikan. Hal tersebut juga sesuai dengan yang disampaikan oleh
Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Didin Hafiduddin
mengatakan bahwa transparansi dapat dilakukan lewat audit independen
oleh akuntan publik yang selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat.

Sampai pada tahun 2009 terdapat 19 lembaga zakat dari 100 lembaga zakat



yang melakukan audit indepen dan melakukan publikasi kepada masyarakat
secara terus menerus atau rutin.®

Transparansi merupakan penyampaian laporan kepada semua pihak
yang terkait secara terbuka, tentang pengoperasian suatu pengelolaan
dengan melibatkan semua unsur sebagai dasar pengambilan keputusan dan
proses pelaksanaan kegiatan.® Untuk itu BAZNAS dan LAZ hendaknya
melakukan publikasi laporan keuangan dan kegiatan yang ada agar
mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga dapat meningkatkan
penyerapan zakat yang selama ini masih belum bisa maksimal.

Berdasarkan survei nasional dengan ribuan responden yang
dilakukan UIN Jakarta dan dipublikasikan oleh Ine Dwiyanti pada tahun
2001 bahwa 75% responden tidak mau membayarkan zakat melalui LAZ
yang akuntabilitasnya tidak dikenal baik, 97% responden menginginkan
LAZ menjalankan pengelolaannya secara akuntabel dan transparan dan
90% menginginkan kemudahan akses bagi masyarakat untuk melakukan
pengawasan atas dana yang dikelola oleh LAZ.”

Dari permasalahan tersebut maka organisasi pengelola zakat harus
dapat mempertanggungjawabkan dana yang dikelola dan dapat diakses oleh
masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun

2011 Pasal 19 menyebutkan bahwa “Lembaga Amil Zakat wajib

5 Elis Mediawati dan Sri Maryati, “ANALISIS AKTINTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAP
ORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA BANDUNG”, Jurnal Akuntansi
Riset, 2, 873.

& Muhammad Hasan, Manajemen zakat Cet. I, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 93.

" Elis Mediawati dan Sri Maryati, “ANALISIS AKTINTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAP
ORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA BANDUNG”, 872.



melaporkan  pelaksanaan,  penghimpunan,  pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.”®
Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Lembaga Amil Zakat wajib menyusun
laporan keuangan agar dapat diaudit dan dilaporkan kepada BAZNAS.

Akuntabilitas merupakan kewajiban memberikan
pertanggungjawaban tentang pekerjaan dan tindakan seseorang/badan
hukum/pimpinan instansi kepada orang yang memiliki wewenang untuk
meminta pertanggungjawaban.® Dari penjelasan tersebut dapat diambil
kesimpulan bahwa tedapat kewajiban seseorang atau organisasi untuk
menyajikan laporan dalam akuntabilitas, baik laporan keuangan maupun
laporan kegiatan operasionalnya. Selama ini ketidakpercayaan masyarakat
ada karena tidak adanya pertanggungjawaban dari organisasi terkait laporan
keuangan atau laporan kegiatan operasionalnya.

Lembaga amil zakat yang ada di Indonesia salah satunya adalah
LAZISMU Kabupaten Mojokerto. LAZISMU Kabupaten Mojokerto mulai
berdiri pada tahun 2016 namun pada waktu itu hanya berjalan satu tahun
karena LAZISMU Kabupaten Mojokerto tidak dapat bertanggung jawab
atas program vyang telah disusun sehingga hal tersebut membuat
kepercayaan masyarakat menurun. Pada akhir tahun 2017 LAZISMU
Kabupaten Mojokerto mulai berdiri kembali dengan mengurus administrasi

sehingga turun SK Kemenag RI No. 730 Tahun 2016. LAZISMU

8 Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 19 Nomor 23 Tahun 2011

9 Elis Mediawati dan Sri Maryati, “ANALISIS AKTINTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAP
ORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA BANDUNG?”, Jurnal Akuntansi
Riset, 2, 872.



Mojokerto mulai menerapkan PSAK 109 pada laporan keuangan tahun
2019, tetapi di antara lima laporan keuangan yang telah ditentukan oleh
PSAK 109, LAZISMU Kabupaten Mojokerto hanya melakukan penyajian
tiga laporan keuangan. Bahkan dalam laporan posisi keuangan LAZISMU
Kabupaten Mojokerto tidak mencantumkan aset tetap yang berupa gedung
dan tanah yang digunakan untuk kantor LAZISMU. Terdapat beberapa akun
yang tidak ada dan tidak diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut staff keuangan LAZISMU pertanggungjawaban dan
keterbukaan laporan keuangan sangat penting untuk lembaga zakat karena
dan yang dikelola berasal dari masyarakat. LAZISMU juga sudah
melakukan publikasi laporan keuangan dan nama donatur sejak tahun 2019,
namun publikasinya masih belum bisa rutin dilakukan sesuai jadwal dan
laporan keuangan yang dipublikasikan hanya laporan penerimaan dan
pengeluaran setiap bulan. Publikasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan
rasa kepercayaan masyrakat Kabupaten Mojokerto dan juga dapat
digunakan untuk koreksi ketika ada nama donatur yang tidak tercatat atau
nominal yang ditulis tidak sesuai karena hal tersebut juga pernah beberapa
kali terjadi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, penulis
akan membahas tentang Akuntabilitas dan Transparansi laporan keuangan
yang ada di LAZISMU Kabupaten Mojokerto. Maka dari itu penulis akan

melakukan penelitian tentang “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi



Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif

PSAK 109”.

B. ldentifikasi dan Batasan Masalah

1.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah

yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1.

Kurangnya transaparansi dalam pelaporan keuangan menimbulkan
ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.
LAZISMU tidak dapat mempertanggungjawabkan program yang
telah dibuat sehingga kepercayaan masyarakat menurun.
LAZISMU Kabupaten Mojokerto tidak mencantumkan aset tetap
yang berupa gedung dan tanah dalam laporan posisi keuangan.
Terdapat beberapa akun yang tidak ada dan tidak diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan LAZISMU Kabupaten
Mojokerto.

Transparansi dalam hal publikasi laporan keuangan masih belum
dapat dilakukan secara rutin.

Terjadinya kesalahan pencatatan jumlah uang yang diberikan

donatur pada laporan donatur di majalah yang dipunlikasikan.

Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tepat sasaran, maka penulis

membatasi masalah sebagai berikut:



1. LAZISMU tidak dapat mempertanggungjawabkan program yang

telah dibuat sehingga kepercayaan masyarakat menurun.

2. Transparansi dalam hal publikasi laporan keuangan masih belum

dapat dilakukan secara rutin.

. Rumusan Masalah

Rumusan masalah diambil dari batasan masalah yang sudah

dipaparkan, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1.

Bagaimana akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dan
Infak/Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Mojokerto
dalam Perspektif PSAK No. 109?

Bagaimana transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dan
Infak/Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Mojokerto

dalam Prespektif PSAK No. 109?

. Kajian Pustaka

Penelitian oleh Rani Rahmat, Anantawikrama Tungga Atmaja, Ni
Luh Gede Sulindawati pada tahun 2017 yang berjudul Transparansi Dan
Akuntabilitas Pengelolaan Zakat,Infag,Shadagah,(Studi Kasus pada
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Buleleng). Hasil dari penelitian
ini menyebutkan bahwa pengelolaan dana zakat BAZNAS Kabupaten
Buleleng telah berjalan berdasarkan syariat islam yang ditentukan dan
sesuai dengan perundang-undangan yang telah berlaku. Transparansi
pada BAZNAS Kabupaten Buleleng sudah memliliki Sistem Informasi

Manajemen BAZNAS (SIMBA) sehingga penyajian laporan



keuangannya sudah efektif dan transparan.’® Persamaan dalam
penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang akuntabilitas dan
transparansi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Namun, dalam
penelitian ini berfokus kepada pengelolaan zakat secara keseluruhan,
bukan hanya dalam laporan keuangan dan tidak adanya pembahasan
mengenai PSAK No. 109.

Penelitian oleh Nina Karina Karim, Elin Erlina Sasanti, Indria
Puspitasari Lenap, dan Nungki Kartika Sari berjudul Transparansi Dan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website pada Lembaga
Pengelola Zakat di Indonesia yang diteliti pada tahun 2019. Hasil dari
penelitian ini adalah belum ada yang melakukan pengungkapan secara
penuh laporan keuangan sesuai PSAK No. 109 dan tata kelola amil
melalui website. Hanya BAZNAS yang memenuhi kriteria tinggi
pengungkapan yang tinggi. Lembaga zakat swasta yang memiliki
tingkat oengungkapan laporan keuangan di atas 60% hanya 5 lembaga
zakat dari 9 lembaga zakat. 3 lembaga zakat lainnya masih memiliki
tingkat pengungkapan di bawah 50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa
tingkat publikasi informasi terkait keuangan dan nonkeuangan lembaga
zakat melalui internet masih rendah. Salah satu faktor yang
menyebabkan hal tersebut bisa terjadi adalah regulasi yang tidak

mewajibkan lembaga zakat untuk melakukan pengungkapan kinerjanya

10 Ni Luh Gede Sulindawati Rahmat, Rani, Anantawikrama Tungga Atmaja, “Transparansi Dan
Akuntabilitas Pengelolaan Zakat , Infag , Shadagah ,( Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat
Nasional Kabupaten Buleleng,” e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha 7, no. 1 (2017):
1-10, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/Slak/article/viewFile/9735/6168.
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baik laporan keuangan maupun tata kelola menggunakan internet.!!
Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang akuntabilitas
dan transparansi. Akan tetapi, penelitian ini berfokus tentang
akuntabilitas dan transparansi melalui website.

Penelitian oleh Rachma Indrarini dan Aditya Surya Nanda 2017
berjudul Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga
Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah. Hasil dari penelitian
ini adalah UPZ BNI Syariah belum melakukan publikasi dalam hal
pelaporan kegiatan dan tidak terdapat laporan mustahiq yang mendapat
zakat, baik dalam media cetak ataupun website. Sehingga peneliti
mneyimpulkan bahwa UPZ BNI Syariah belum belum akuntabel dan
transparan dalam pengelolaan dana zakat.*? Persamaan dalam penelitian
ini adalah meneliti tentang akuntabilitas dan transparansi dana zakat.
Perbedaannya adalah pada penelitian ini akuntabilitas dan transparansi
dilihat dari segi muzakkinya, bukan dari segi PSAK No. 109.

Penelitian oleh Balgis Fani Rachmawati, Nunung Nurhayati, dan Ifa
Hanifia Senjiati pada tahun 2018 berjudul Analisis Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi
Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi. Hasil

dari penelitian ini adalah BAZNAS Kota Cimahi belum sepenuhnya

11 Nina Karina Karim, Elin Erlina Sasanti, Indria Puspitasari Lenap, and Nungki Kartika Sari,
“Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website pada Lembaga
Pengelola Zakat di Indonesia,” AKSIOMA: Jurnal Riset Akuntansi 18, no. 2 (2019): 13-27,

12 Rachma Indrarini and Aditya Suya Nanda, “Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan
Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah,” AKRUAL: Jurnal Akuntansi 8, no. 2
(2017): 166178, http://journal.unesa.ac.id/index.php/aj.
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melakukan penerapan sesuai PSAK No. 109. Pelaksanaan akuntabilitas
mengenai penyiapan laporan keuangan yang tepat waktu telah
terpenuhi, tetapi susunan laporan keuangan belum lengkap dan audit
laporan keuangan juga belum terlaksana. Untuk penerapan transparansi
laporan keuangan belum dapat dilakukan, karena laporan keuangan
tidak mudah diakses. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan
bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang sesuali
PSAK 109 di BAZNAS Kota Cimahi belum terlaksana secara
maksimal.®® Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang
transaparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Perbedaannya yaitu
terletak pada obyek yang berbeda.

Penelitian ini ditulis oleh Bella Kurnia Putri, Wiwik Andriani, dan
Rasyidah Mustika pada tahun 2016 dengan judul Implementasi
Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus : BAZNAS
Kabupaten Agam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS
Kabupaten Agam sudah menerapkan akuntabilitas pengelolaan zakat
dengan cukup baik. Akan tetapi, pelaksanaan prinsip akuntabilitas ini
masih belum dapat dilakukan maksimal sehingga harus dilakukan

peningkatan kembali.!* Persaman dalam penelitian ini adalah sama-

13 Balqis Fani Rachmawati, Nunung Nurhayati, and Ifa Hanifia Senjiati, “Analisis Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan 109 Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Di
Badan Amil Zakat Nasional Kota Cimahi,” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah 2 (2018): 681—
687.

14 Bella Kurnia Putri, Wiwik Andriani, and Rasyidah Mustika, “Implementasi Akuntabilitas Pada
Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus : BAZNAS Kebupaten Agam),” Jurnal akuntansi dan
managemen 11, no. 2 (2016): 26-42.



12

sama meneliti tentang akuntabilitas. Perbedaan penelitian ini adalah

tidak meneliti mengenai transparansi organisasi pengelola zakat.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Judul Metode Hasil Persamaan Perbedaan
Penulis Penelitian Penelitian
Rani Transparansi Kualitatif | Pengelolaan Sama-sama Penelitian ini
Rahmat, | Dan dana zakat | meneliti membahas
Anantaw | Akuntabilitas BAZNAS tentang tentang
ikrama Pengelolaan Kabupaten akuntabilitas | pengelolaan
Tungga | Zakat,Infag,Sh Buleleng telah | dan zakat secara
Atmaja, | adagah,(Studi berjalan transparansi | keseluruhan
Ni  Luh | Kasus pada berdasarkan di Organisasi | dan
Gede Badan  Amil syariat islam | Pengelola Tidak adanya
Sulindaw | Zakat Nasional yang ditentukan | Zakat (OPZ). | pembahasan
ati Kabupaten dan aturan mengenai
(2017) Buleleng) perundang- PSAK 109,
undangan yang sedangkan
telah  berlaku. peneliti
Transparansi sekarang
pada BAZNAS meneliti
Kabupaten tentang
Buleleng sudah akuntabilitas
memliliki dan
Sistem transapransi
Informasi laporan
Manajemen keuangan
BAZNAS berdasarkan
(SIMBA) PSAK 1009.
sehingga
penyajian
laporan
keuangannya
sudah efektif dan
transparan.
Nina Transparansi Kualitatif | Belum ada yang | Sama-sama Penelitian ini
Karina Dan melakukan membahas berfokus
Karim, Akuntabilitas pengungkapan tentang kepada
Elin Pengelolaan secara penuh | akuntabilitas | publikasi
Erlina Dana  Zakat laporan dan laporan
Sasanti, | Berbasis keuangan sesuai | transparansi | keuangan
Indria Website pada PSAK No. 109 | laporan melalui
Puspitasa | Lembaga dan tingkat | keuangan internet,
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ri Lenap, | Pengelola publikasi berdasarkan | sedangkan
dan Zakat di informasi terkait | PSAK 109 peneliti
Nungki Indonesia keuangan  dan sekarang
Kartika nonkeuangan tidak dan
Sari lembaga zakat perbedaan
(2019) melalui internet tempat
masih rendah. penelitian.
Rachma | Transparansi Kualitatif | UPZ BNI | Sama-sama Pada
Indrarini | Dan Syariah  belum | meneliti penelitian in
dan Akuntabilitas akuntabel  dan | mengenai akuntabilitas
Aditya Laporan transparan akuntabilitas | dan
Surya Keuangan dalam dan transparansi
Nanda Lembaga mengelola dana | transparansi | dilihat  dari
(2017) Amil  Zakat: zakat karena | dana zakat. segi
Perspektif belum muzakkinya,
Muzaki UPZ melakukan sedangkan
BNI Syariah publikasi dalam peneliti
hal  pelaporan sekarang
kegiatan dan membahas
tidak adanya dari segi
laporan PSAK 1009.
mustahiq yang
menerima zakat.
Balqis Analisis Kualitatif | BAZNAS Kota | Sama-sama Penelitian ini
Fani Pernyataan Cimahi  belum | membahas dilakukan di
Rachma | Standar sepenuhnya tentang BAZNAS,
wati, Akuntansi melakukan transaparansi | sedangkan
Nunung | Keuangan 109 penerapan sesuai | dan penelitian
Nurhayat | Terhadap PSAK No. 109. | akuntabilitas | sekarang
i, dan Ifa | Akuntabilitas Penerapan laporan dilakukan di
Hanifia dan akuntabilitas keuangan LAZIS
Senjiati Transparansi dalam hal | organisasi Muhammadi
(2018) Laporan penyiapan pengelola yah.
Keuangan di laporan zakat
Badan  Amil keuangan yang | berdasarkan
Zakat Nasional tepat waktu telah | PSAK 109.
Kota Cimahi terpenuhi, akan
tetapi  susunan
laporan
keuangan belum
lengkap dan
audit  laporan
keuangan juga
belum

dilaksanakan.
Dalam
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penerapan

transparansi

laporan

keuangan belum

terpenuhi,

karena laporan

keuangan tidak

mudah diakses.
Bella Implementasi | Kualitatif | BAZNAS Sama-sama Penelitian ini
Kurnia Akuntabilitas Kabupaten membahas hanya
Putri, pada Agam sudah | mengenai membahas
Wiwik Organisasi mengimplement | akuntabilitas | mengenai
Andriani, | Pengelola asikan pada akuntabilitas
dan Zakat  (Studi akuntabilitas Organisasi laporan
Rasyidah | Kasus pengelolaan Pengelola keuangan
Mustika | BAZNAS zakar  dengan | Zakat (OPZ). | zakat,
(2016) Kabupaten cukup baik. sedangkan

Agam) Akan tetapi, penelitian

penerapan sekarang

prinsip membahas

akuntabilitas ini mengenai

masih belum
dilakukan secara
keseluruhan
sehingga harus
dilakukan
peningkatan
kembali.

akuntabilitas
dan
transparansi
laporan
keuangan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan Lembaga Amil Zakat

dan Infak/Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto berdasarkan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109.

2. Untuk mengetahui transparansi laporan keuangan Lembaga Amil Zakat

dan Infak/Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto berdasarkan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109.
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F. Kegunaan Hasil Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Penulis berharap agar laporan keuangan di LAZISMU Kabupaten
Mojokerto lebih akuntabel dan transparan sesuai dengan PSAK 109
sehingga bisa menjadi organisasi pengelola zakat yang mendapat
kepercayaan penuh dari masyarakat.
2. Kegunaan Praktis
a. Bagi Lembaga Amil Zakat
Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi untuk
LAZISMU Kabupaten Mojokerto dalam akuntabilitas dan
transparansi laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.
b. Bagi Prodi Akuntansi
Penulis berharap agar pelitian ini dapat menjadi bahan rujukan di
masa mendatang untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik
lagi.
c. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan bagi
penulis mengenai laporan keuangan akuntansi zakat sesuai PSAK
109.
G. Definisi Operasional
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban penyelenggara kegiatan

publik yang dapat menjelaskan semua keputusan dan proses yang
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dijalankan, serta  pertanggungjawaban terhadap hasil dan
pekerjaannya.’® Jadi akuntabilitas dalam penelitian ini berarti
pertanggungjawaban organisasi pengelola zakat tentang pengelolaan
dana zakat dan infak/sedekah kepada mustahiqg atau masyarakat.
Akuntabilitas dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur
pertanggungjawaban laporan keuangan yang disajikan.

Transparansi

Transparansi adalah melakukan penyampaian laporan kepada
seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara terbuka, mengenai
pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan seluruh
komponn yang dapat digunakan sebagai landasana untuk mengambil
keputusan dan tahapan dalam melaksanakan kegiatan.'® Dalam hal ini
transparansi juga bisa dikatakan sebagaii tolak ukur keterbukaan atau
publikasi laporan keuangan dan laporan kegiatan operasional organisasi
pengelola zakat.

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

Pengelola zakat adalah suatu kegiatan zakat dalam perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan
dan penyaluran. Organisasi Pengelola Zakat nasional adalah BAZNAS
yang kemudian dibantu oleh Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh

masyarakat oleh persetujuan menteri dan pejabat yang diberi tanggung

15 Lukito, Penny, Kusumastuti, Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor
Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014),

2

16 Muhammad Hasan, Manajemen zakat, (Yogyakarta : Idea Press, 2011), h. 93.
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jawab oleh menteri.!” Salah satu Lembaga Amil Zakat yang ada di
Indonesia yaitu Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah
Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Mojokerto.
4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 merupakan
pernyataan yang memiliki tujuan untuk mengatur pengakuan,
pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan
infak/sedekah.'® Dalam PSAK no. 109 membahas tentang dana non-
halal dan bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian serta
pengungkapan zakat dan infak/sedekah. Dalam pengakuan dan
pengukuran dijelaskan tentang pengakuan awal, pengukuran setelah
pengakuan awal, dan penyaluran zakat dan infak/sedekah. Untuk itu
PSAK no. 109 yang akan dijadikan acuan dalam penelitian terkait
akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan LAZISMU Kabupaten
Mojokerto sebagai lembaga yang mengelolan dana zakat dan

infak/sedekah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berupa kualitatif
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.*°

17 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
18 Exposure Draft PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah, 1.
19 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014), 34.
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Penelitian kualitatif deskriptif digunakan oleh peneliti untuk
mendapatkan informasi dan hubungan dengan variabel-variabel yang
ada. Kegiatan yang terdapat dalam penelitian ini adalah
menggambarkan, mencatat, menganalisis serta menginterpretasikan
kejadian yang ada saat penelitian berlangsung.
Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu tempat variabel yang melekat dalam
suatu penelitian. Subjek penelitian juga bisa disebut sebagai lokasi di
mana data penelitian diperoleh.? Yang menjadi subjek dalam penelitian
ini adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah
(LAZISMU) Kabupaten Mojokerto.
Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang menjadi bahan untuk
diteliti. Sugiyono mengatakan bahwa objek penelitian adalah karakter
dari orang. Obyek atau aktivitas yang memiliki jenis khusus yang
ditentukan oleh orang yang meneliti untuk dianalisis sehingga dapat
diambil kesimpulan.?! Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah
Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah
Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Mojokerto tahun 2018 dan

2019.

20 Arikunto S, Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Media Pustaka, 2016), 78.

2 1bid., 79.
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4. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di LAZISMU Kabupaten Mojokerto dalam
Prespektif PSAK No. 109 berlokasi di JI. Meduran No. 1 Awang-
Awanag Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto.
5. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2020 hingga September
2020.
6. Sumber Data
Sumber data adalah orang yang memberikan penjelasan
informasi secara langsung kepada peneliti. Dalam hal ini sumber
data adalah bagian keuangan dan manager dari LAZISMU
Kabupaten Mojokerto. Informasi yang diperoleh peneliti dari objek
penelitian disebut sebagai data.
a. Data primer
Sumber primer adalah sumber yang berhubungan secara
langsung atau tanpa menggunakan perantara dengan objek yang
diteliti baik secara pribadi ataupun dari suatu instansi yang terkait
dan untuk kebutuhan penelitian, seperti dengan peneliti melakukan
wawancara tanpa perantara kepada pihak-pihak yang berkaitan
dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.?? Dalam penelitian ini
data primernya yaitu hasil wawancara dengan Bapak Ridho selaku

manager dan Bapak Nizar selaku staff keuangan tentang pengakuan,

22 Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62.
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pengukuran, penyajian, pengungkapan laporan keuangan dana zakat
serta publikasi laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat
oleh peneliti secara tidak langsung dan didapat melalui media
perantara (yang didapatkan dan dicatat oleh pihak lain). Biasanya
berbentuk bukti, catatan, dokumen atau laporan yang ada yang telah
disusun. Sumber sekunder berasal dari jurnal serta buku yang
membahas tentang teori akuntansi zakat, transparansi, akuntabilitas
serta PSAK 109. Penulis memperoleh data sekunder berupa laporan
keuangan periode 2018 dan 2019, struktur organisasi, sejarah
berdirinya LAZISMU Kabupaten Mojokerto dan majalah yang
diterbitkan oleh LAZISMU Kabupaten Mojokerto.
7. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam melakukan

pengumpulan data, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi
Observasi adalah adanya penelitian dari peneliti secara langsung
maupun secara tidak langsung kepada objek yang diteliti. Penelitian
ini digunakan untuk menyajikan gambaran realistis kejadian agar
dapat menjawab pertanyaan peneliti sehingga dapat dilakukan

evaluasi.?® Dalam hal ini peneliti merupakan observasi non

23 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, 140.
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partisipan, yaitu peneliti sebagai orang di luar kelompok objek atau
subjek yang diteliti. Peneliti bukan bagian dari staff ataupun
pimpinan di LAZISMU Kabupaten Mojokerto. Peneliti melakukan

pengamatan langsung di LAZISMU Kabupaten Mojokerto.

. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang
digunakan untuk membuktikan informasi yang telah diperoleh
sebelumnya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara
terstruktur kepada Bapak Ridlo selaku Manager LAZISMU
Kabupaten Mojokerto, Bapak Nizar selaku staff keuangan
LAZISMU Kabupaten Mojokerto. Wawancara dilakukan kepada
manajer karena yang mengetahui semua operasional kantor
LAZISMU dan kepada Bapak Nizar Karena yang mengetahui
tentang laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto.
Dokumentasi

Sifat utama dari dokumentasi adalah tidak terbatas pada tempat dan
waktu sehingga dapat memberi kesempatan bagi peneliti untuk
memahami peristiwa atau hal-hal yang telah terjadi di waktu yang
lampau.?* Dalam hal ini pengambilan dokumentasi diambil secara
langsung di LAZISMU Kabupaten Mojokerto yang meliputi sejarah
berdirinya perusahaan, program kerja, dan laporan keuangan dan

LAZISMU Kabupaten Mojokerto.

24 1bid., 141.
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8. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan tetelah data-data yang dibutuhkan sudah

lengkap, maka kemudain dilakukan pengolahan data. Pengolahan data
yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Organizing

Data yang sudah ada diatur dengan teliti agar dapat tersusun dengan
rapi untuk merumuskan masalah pada penelitian ini dengan sebaik
mungkin.?® Peneliti menyusun data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini yang meliputi data dana yang diterima per bulan dan
data dana yang dikeluarkan per bulan dalam laporan keuangan
LAZISMU Kabupaten Mojokerto tahun 2018 dan tahun 2019.
Editing

Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan lebih lanjut tentang
kelengkapan dan kesesuaian data satu dengan data yang lainnya agar
mudah dipahami.?® Peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap
data yang telah dikumpulkan yang meliputi data penerimaan dana
per bulan dan data pengeluaran dana per bulan dalam laporan
keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto tahun 2018 dan tahun

2019.

25 | Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Pernada Media
Group, 2017), 200.

26 1bid., 201.
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c. Analyzing
Setelah tahap editing, hasilnya dianalisis selanjutnya dilakukan
pencatatan dan dikualifikasikan sesuai dengan metode analisis yang
akan digunakan sebagai landasan pada tahap kesimpulan.?’ Setelah
data penerimaan dana per bulan dan data pengeluaran dana per bulan
dalam laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto tahun
2019 dan tahun 2018 telah diperiksa kembali, peneliti melakukan
analisis terhadap data tersebut apakah sudah sesuai PSAK 109 atau
belum.
Teknik Keabsahan Data
Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data yang diperoleh
dari macam-macam sumber dengan bermacam cara dan waktu.?®
Peneliti menggunakan triangulasi teknik untuk memperoleh keabsahan
data. Triangulasi teknik adalah peneliti menggunakan beberapa teknik
untuk memperoleh sumber data yang sesuai.?® Teknik yang digunakan
oleh peneliti adalah observasi nonparsitipatif, wawancara secara
intensif, dan dokumentasi untuk sumber data yang sesuai dengan

sumber data sebelumnya. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara

27 1bid., 201.

28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2019),

368.
29 1bid., 369.
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mendalam kepada manager dan staff LAZISMU Kabupaten Mojokerto
serta melakukan observasi nonparsitipatif dan dokumentasi.
10. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis data dengan
cara deskriptif analitis yaitu analisis yang menghasilkan informasi yang
telah didapat, baik berupa kalimat tertulis atau ungkapan dari orang-
orang yang telah dimintai keterangan melalui wawancarai dan kegiatan
yang telah dipahami oleh peneliti dengan metode yang sudah ditetapkan
yang memiliki tujuan untuk membuat gambaran tentang objek
penelitian secara terstruktur, nyata dan dapat dipercaya tentang realita,
sifat-sifat serta hubungan antar kejadian yang diteliti.*® Analisa dapat
dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul.

Metode analisis yang dapat dilakukan adalah :

1. Pengumpulan data®!, peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan
dalam penelitian yang berhubungan dengan mencatat semua data
yang diperoleh melalui wawancara serta data-data transaksi dan data
laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto tahun 2018 dan
tahun 2019.

2. Reduksi data, analisis yang dilakukan dalam hal menggolongkan
data yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan agar lebih fokus

kepada penelitian yang dilakukan sehingga dapat mempermudah

30 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.
31 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif & RND, 43.
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peneliti dan dapat memperjelas hasil pengamatan.®> Peneliti
menggolongkan hasil wawancara yang lebih fokus tentang

penyajian laporan keuangan di LAZISMU Kabupaten Mojokerto.

. Penyajian data, informasi yang telah tersusun yang memungkinkan

untuk dilakukan penarikan kesimpulan sehingga dapat dilakukan
analisis.®® Data yang terkait dengan hasil wawancara yang telah
digolongkan dan data transaksi yang berkaitan dengan laporan
keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto disajikan dalam bentuk

naratif agar lebih mudah untuk dipahami.

. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, setelah data yang dibutuhkan

sudah disiapkan maka dilakukan pengambilan kesimpulan. Apabila
terdapat data yang tidak mendukung penelitian maka dapat
dilakukan verifikasi.>* Peneliti mengambil kesimpulan terkait data
yang berkaitan langsung dengan penyajian laporan keuangan seperti
data penerimaan dana dan data pengeluaran dana LAZISMU

Kabupaten Mojokerto tahun 2018 dan tahun 2019.

I. Sistematika Penulisan

Bab I :

PENDAHULUAN
Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah yang
akan diangkat dalam penelitian ini. Kemudian dilakukan

identifikasi dan batasan masalah, rumusan maslaah, kajian

32 bid., 44.
% 1bid., 44.
% 1bid., 45.



Bab Il :

Bab Il :

BAB IV :
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pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi
operasional, metode penelitian yang digunakan, dan
sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini.
KERANGKA TEORITIS

Bab ini berisi pembahasan teori-teori yang akan digunakan
dan yang bersangkutan dalam penelitian ini. Dalam
penelitian ini, teori-teori yang akan dipaparkan adalah
penjelasan tentang Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS),
penjelasan tentang akuntansi zakat, pembahasan tentang
pengakuan dan pengukuran akuntansi zakat sesuai PSAK
109, serta penjelasan transaransi dan akuntabilitas.

DATA PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang sejarah LAZISMU dan gambaran
tentang struktur organisasi, visi dan misi, dan penyusunan
laporan keuangan. Hal tersebut merupakan data yang
berhubungan dengan variabel yang diteliti.

ANALISIS DATA

Analisis data dilakukan setelah pengumpulan data yang
dibahasa pada bab ini yang digunakan untuk menjelaskan
masalah yang ada disertai dengan teori yang sudah
dipaparkan. Bab ini berisi tentang akuntabilitas laporan
keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto dalam

perspektif PSAK 109 agar laporan keuangan LAZISMUU



BABV:

27

Kabupaten sesuai dengan prosedur susunan laporan
keuangan yang telah ditentukan oleh PSAK 109.
PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari
rumusan masalah yang telah dibuat, sehingga dapat diajukan
saran untuk objek penelitian dan untuk penelitian di masa

mendatang



BAB |1
KERANGKA TEORITIS

A. Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki arti sebagai bahan pertanggungjawaban
keberhasilan atau kegagalan suatu lembaga atau instansi saat menjalankan
misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media akuntansi
yang dilakukan secara berkelanjutan. Akuntabilitas ada karena adanya
hubungan yang terjadi antara agent (manajemen) dan principal (pemilik)
(agent-principal relationship).®* Maksudnya adalah agent bertanggung
jawab penuh atas pengelolaan operasional organisasi kepada principal
selaku pemilik.

Menurut The Oxford Advance Learner’s Dictionary di dalam
akuntabilitas terdapat keharusan untuk melakukan penyajian dan
melakukan pelaporan terhadap segala proses yang ada di suatu organisasi
kepada atasannya atau yang lebih tinggi terutama dalam hal administrasi
keuangan. Bentuk pertanggungjawaban dalam hal ini tidak hanya mencakup
laporan pertanggungjawaban, akan tetapi pertanggungjawaban juga
meliputi tentang mudahnya pemberi amanat dalam mengakses informasi
baik secara langsung atau tidak langsung, baik secara tulisan maupun lisan.
Akuntabilitas akan berjalan dengan baik dan maksimal jika disertai dengan

keterbukaan informasi.

35 FORDEBI, ADESYy, Akuntansi Syariah: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam,
(Jakarta: Rajawali Pers), 224.
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Dalam ilmu akuntansi, akuntabilitas memiliki arti tugas untuk
menyiapkan informasi keuangan atau perhitungan biaya yang sekiranya
dibutuhkan pada suatu kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawab sebuah
organisasi/perusahaan.®® Keuangan termasuk menjadi salah satu hal yang
penting pada sebuah organisasi/ perusahaan, untuk itu pertanggungjawaban
atas pengelolaan keuangan dengan transparan sangat diperlukan. Jika
pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan maka akan tercipta tata
kelola organisasi yang baik.

Penerapan akuntabilitas bisa menjadi berbeda diberbagai profesi
karena ciri-ciri yang dipakai untuk menentukn tingkat akuntabilitas dari
sebuah tahapan dan kegiatan instansi sangat dipengaruhi oleh norma dan
etika yang diartikan oleh setiap profesi pekerjaan. “Akuntabilitas juga dapat
berarti pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk setiap Yyang
dilakukan.”® Akuntabilitas publik ada dua macam yaitu, akuntablitas
vertikal (vertical accountability) yang mana pertanggungjawaban dana
yang dikelola dilakukan oleh otoritas rendah kepada otoritas yang lebih
tinggi dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) yang mana
pertanggungjawaban dilakukan kepada publik secara luas.

Dalam lembaga-lembaga publik terdapat beberpa aspek
akuntabilitas yang harus dijalankan vyaitu, akuntabilitas hukum dan

kejujuran yang berkaitan dengan ketaataan atas hukum dan kejujuran dalam

% Gray, R., Jan B., and C. David., NGOs, Civil Society and Accountability: Making the People
Accountable to Capital. Accounting, Auditing, and Accountability Journal. (1996), him. 319-348.
87 Rakhmat, Administrasi dan Akuntabilitas Publik, (Yogyakarta: ANDI, t.t), 141.
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menjalankan amanat, akuntabilitas proses yang berkaitan dengan
terpenuhinya pelayanan publik secara responsive dan cepat, akuntabilitas
program yang berkaitan dengan optimalisasi program yang disusun sampai
dengan pelaksanaan program, dan akuntabilitas kebijakan yang berkaitan
dengan pertanggungjawaban atas pertimbangan dari dampak kebijakan
yang telah diambil.®

Akuntabilitas juga dijelaskan dalam Islam yang tersirat pada Al-

Quran Surat Al-Bagarah ayat 282. Allah berfirman:
G O e YTl Lo i BB B fea et ) i ks T il

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...” (OS. Al
Bagaroh : 282)%

Ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya mencatat transaksi sebagai

bentuk tanggung jawab antara kedua belah pihak yang bertransaksi sehingga

akan menghadirkan kebenaran, kepastian, dan kejujuran atau tidak ada lagi

keraguan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

38 1bid., 145.
% Departemen Agama RI Edisi 2002, 48.
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Dari beberapa pengertian akuntabilitas yang telah dijelaskan dapat
disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam lembaga pengelola zakat
merupakan pertanggungjawaban amil sebagai pengelola dana ZIS kepada
masyarakat sebagai mustahigq yang telah memberi amanat dengan tujuan
meningkatkan kepercayaan mustahig.
Suatu lembaga dapat dikatakan akuntable jika memenuhi bebrapa
indikator sebagai berikut:*°
1. Penyiapan laporan keuangan secara tepat dan cepat
Laporan keuangan merupaka salah satu media yang dapat digunakan
suatu lembaga dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat karena
laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pertanggungjawaban suatu
lembaga dalam mengelola keuangan. Bentuk pertanggungjawabannya
adalah menyiapkan laporan keuangan dengan lengkap dan juga tepat
waktu dalam mempublikasikan kepada masyarakat baik dalam website
atau dalam majalah.
2. Komite audit dan manajemen risiko koordinasi kerja

Manajemen risiko adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk
meminimalkan risiko yang akan terjadi di suatu perusahaan. Suatu
manajemen perusahaan diawasi oleh komite manajemen risiko seperti
yang dijelaskan dalam PMK Nomor 191/PMK.09/2008. Agar sistem

manajemen risiko di perusahaan dapat berjalan efektif maka terdapat

40 Rahmani Timorita Yulianti, Good Corporate Governance di Lembaga Zakat, (Yogyakarta:
Kaukaba, 2016), 74-75.
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komite manajemen risiko sebagai pengawas untuk proses manajemen
risiko yang meliputi identifikasi, memberikan keputusan tentang
program manajemen risiko, serta administrasi program secara
menyeluruh. Anggota manajmen risiko dapat diambil dari anggota
profesional dari luar atau dari dewan komisaris.
3. Monitoring program kerja/kegiatan

Setiap lembaga memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Untuk
mengetahui kegiatan tersebut terlaksana sesuai dengan rencana atau
tidak, maka perlu dilakukan monitoring. Monitoring juga dapat
digunakan untuk melihat bagaimana cara para pegawai mengatasi
hambatan dalam kegiatan yang dilakukan.

4. Evaluasi program kerja/kegiatan

Evaluasi dapat berarti membandingkan program-program yang telah
terlaksana dengan rencana program kerja yang hasil dari evaluasi
tersebut dapat menjadi bahan program kerja selanjutnya agar menjadi
lebih baik. Aktivitas penilaian evaluasi dapat dilakukan dari setelah
kegiatan program kerja atau dari proses awal perencanaan, pelaksana
sampal setelah terlaksananya program.

B. Transparansi
Transparansi adalah terbukanya pemerintah dalam menyajikan

informasi mengenai kegiatan penanganaan keuangan dan operasional
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kepada orang yang menbutuhkan informasi.** Jadi transparansi juga dapat
diartikan sebagai keterbukaan yang dilakukan oleh pengelola (amil) dalam
hal informasi mengenai kegiatan kelolaan keuangan dan lain sebagainya
kepada golongan yang berkepentingan termasuk masyarakat agar dapat
dilakukan pengawasan dan diakses dengan mudah. Berikut adalah beberapa
indikator transparansi:*?

1. Rencana Kerja Tahunan

Rencana kerja tahunan dilakukan sebagai kontrol kegiatan yang
akan dilakukan dalam perusahaan atau organisasi. Aktivitas dapat
dikendalikan jika ada rencana kerja tahunan dan tujuan yang akan
dicapai juga akan berjalan dengan baik seiring dengan baiknya suatu
pengendalian rencana kerja. Rencana kerja adalah suatu perencanaan
yang mengandung tentang kegiatan yang akan dilakukan, siapa yang
melaksanakan, kapan waktu pelaksanaan, di mana pelaksanaan, dan
berapa sumber daya yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan agar dapat
tercapai hasil yang optimal.

Gunawan menyebutkan bahwa terdapat beberapa manfaat dari
perencanaan diantaranya adalah pertama, perencaan sebagai ukuran
untuk mendapat sesuatu agar lebih tertata dengan rapi. Kedua,
perencanaan dapat meminimalisasi ketidakpastian, karena terdapat

perubahan dalam aspek kehidupan yang bisa berpengaruh terhadap

41 Arifin Tahir, Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
(Bandung : Alfabeta, 2014), 109.
42 Rahmani Timorita Yulianti, Good Corporate Governance di Lembaga Zakat, 73.
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ketidakpastian perusahaan. Ketiga, perencaan dapat meningkatkan
efisiensi karena penggunaan sumber dayanya telah diestimasi.
Keempat, perencaaan sebagai standar yang ditetapkan untuk
mengawasi kualitas yang harus dicapai oleh organisasi.*®
Penyediaan informasi Laporan Keuangan berkala triwulan, tengah
tahunan dan tahunan

Laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam
sebuah perusahaan atau organisasi. Untuk itu penyajian laporan
keuangan harus disajikan dengan wajar, transparan dan mudah
dimengertii oleh semua kalangan. Setiap organisasi memiliki tanggung
jawab dalam mengelola keuangan dengan baik dan dipublikasikan
untuk menigkatkan kepercayaan masyarakat. Periode laporan keuangan
dapat dilakukan secara triwulan, tengah tahunan, dan tahunan yang
kemudian akan dipublikasikan untuk melaksanakan transparansi
informasi yang memang wajib dilakukan oleh perusahaan publik.
Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi

Penyajian laporan keuangan yang andal, relevan, dan mudah
dipahami bisa berpengaruh untuk sebuah pengambilan keputusan pada
suatu perusahaan atau instansi. Apabila laporan keuangan yang
disajikan baik dan disusun berdasarkan standar akuntansi maka

keberlangsungan operasional dalam perusahaan juga akan baik. Untuk

43 Gunawan Adisaputro, Manajemen Pemasaran edisi Pertama, (Yogyakarta: STIM YKPN,

2010), 89.
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itu diperlukan suatu sistem akuntansi berdasarkan standar akuntansi
agar dapat diperoleh laporan keuangan yang akuntable.** Standar
akuntansi disusun untuk dijadikan acuan penyusunan laporan keuangan
agar menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas. Sehingga
para pengguna laporan keuangan juga dapat menentukan akuntabilitas
suatu perusahaan dengan menilai laporan keuangan yang disajikan.
Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan
keuangan

Sistem informasi mempunyai fungsi yang berhubungan dengan
kapasitas informasi akuntansi. Perkembangan sistem informasi akan
memudahkan para instansi untuk meningkatkan kualitas informasi
akuntansi. Namun kualitas informasi yang baik juga harus didukung
dengan baiknya teknologi informasi. Untuk itu dibutuhkan orang-orang
yang ahli dalam pengoperasian sistem tersebut agar dapat menghasilkan
informasi yang berkualitas dan tetap akurat. Sehingga informasi
tersebut dapat memberikan manfaat yaitu dapat digunakan sebagai

pengambilan keputusan.

C. Organisasi Pengelola Zakat

Pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian.

Definisi tersebut dikeluarkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang

44 Jacqueline Y. S. Wuwungan, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa
Akuntabilitas Publik Atas Persediaan Pada Apotik Uno Medika,” JURNAL EMBA 3, no. 4 (2015):

498-507.
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Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat menganut dasar keimanan, ketakwaan, keterbukaan, dan

kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tujuan

pengelolaan zakat adalah:*®

1. Agar masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar
zakat dengan pelayanan yang baik, untuk itu perlu adanya peningkatan
dalam pelayanan pengelolaan zakat.

2. Fungsi dan peran perangkat keagamaan sangat dibutuhkan sebagai
usaha untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

3. Mengoptimalkan hasil dan manfaat zakat.

Lembaga pengelolaan zakat yang melakukan pengelolaan zakat
secara nasional disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Untuk
memudahkan pengelolaan zakat secara nasional maka dibentuk BAZNAS
tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan diusulkan oleh pemerintah
setempat dan disetujui oleh BAZNAS. Kemudian BAZNAS Provinsi atau
Kabupaten/Kota dapat mendirikan Unit Pengelola Zakat (UPZ) untuk
membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal tersebut sudah
dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat didirikan oleh masyarakat
dengan tujuan untuk menyokong BAZNAS dalam penghimpunan,

pendistribusian, dan penggunaan zakat. Namun untuk membentuk LAZ

%5 Sri Nurhayati dkk, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 69.
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harus mendapatkan izin dari pemerintah yang bersangkutan. Persyaratan
mendirikan LAZ telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bagian Lembaga Amil
Zakat Pasal 18. Persyaratannya adalah:
1. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola
bidang pendidikan, dakwah, dan sosial,
2. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
3. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
4. Memiliki pengawas syariat;
5. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk
melaksanakan kegiatannya;
6. Bersifat nirlaba;
7. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan
umat; dan
8. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109
PSAK 109 merupakan pernyataan tentang akuntansi dana zakat dan
infak/sedekah yang dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia (lAl).
“Pernyataan ini mempunyai tujuan untuk mengendalikan tentang
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan

infak/sedekah.”® Selain itu, PSAK 109 mempunyai yujuan untuk

46 | Al, Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, (Jakarta: DSAK IAl,

2008), 1.
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membantu amil dalam mengelola keuangan zakat yang semakin komplek
sesuai dengan aturan undang-undang dalam pasal 19 yang menjelaskan
bahwa Lembaga Amil Zakat harus melakukan pelaporan kegiatanan,
penghimpunan, pendistribusian, serta penggunaan zakat yang sudah diaudit
kepada BAZNAS secara periodik.

PSAK 109 berisi tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah serta
dana-dana yang dilakukan pengelolaan oleh organisasi yang mengelola
zakat merupakan dana zakat, infak/sedekah, dana non halal, dan amil. Dana-
dana yang telah disebutkan harus melakukan pencatatan secara khusus dan
tertentu sesuai dengan suber penghimpunan dan penggunaannya. “PSAK
109 disusun untuk digunakan oleh amil yang melakukan kegiatan
pengambilan dan pendistribusian zakat dan infak/sedekah, amil yang
dimaksud adalah organisasi pengelola zakat yang mempunya tujuan untuk
melakukan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dan
infak/sedekah. Sedangkan yang membayar dan menerima zakat mengikuti
kepada PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syraiah.”*’

1. Definisi Khusus*
Terdapat beberapa definisi-definisi khusus yang digunakan dalam

PSAK 109:

47 Imam Buchori, Akuntansi Perbankan Syariah, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 187.
48 |Al, Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109, 2.
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Entitas pengelola zakat yang dibentuk atas dasar aturan undang-
undang dengan tujuan untuk menghimpun dan mendistribusikan
zakat, infak/sedekah disebut amil.

Dana amil merupakan imbalan bagi orang atau instansi yang
meengelola zakat dai dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain
yang digunakan untuk pengelolaan amil.

Dana infak/sedekah merupakan bagian yang bukan amil atas
penerimaan infak/sedekah.

Dana zakat merupakan bagian nonamil atas penerimaan zakat.
Infak/sedekah meruapkan harta yang diberikan secara sukarela oleh
pemiliknya, yang mana dana tersebut dapat ditentukan terlebih
dahulu kegunaannya atau tidak ditentukan keguannaannya..
Mustahiqg merupakan orang-orang Yyang secara syariat islam
memiliki hak untuk menerima dana zakat.

Muzakki merupakan orang muslim yang mampu dan memenuhi
syariah islam yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Nisab merupakan batas paling sedikit dalam kekayaan yang wajib
untuk dibayarkan zakatnya.

Zakat merupakan kekayaan yang harus dibayarkan oleh muzakki
berdasarkan aturan syariah untuk dibagikan pada yang memiliki hak

untuk menerimanya (mustahiq).
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2. Pengakuan dan Pengukuran

a. Zakat

1) Pengakuan Awal*

Penerimaan zakat dapat diakui ketika kas atau aset lainnya
diterima oleh lembaga amil zakat yang kemudian dapat diakui
sebagai penambah zakat jika dalam bentuk kas maka sesuai
dengan jumlah yang diterima dan ketika berbentuk non kas maka
diakui sebesar nilai wajar yang berlaku pada saat terjadi
pembayaran zakat. Namun ketika tidak terdapat harga pasar
maka dapat dihitung berdasarkan metode yang ada atau dapat
ditentukan dengan mengikuti standar PSAK yang sesuai.

Untuk bagian dana amil didapat dari zakat yang diterima dan
bagian nonamil untuk dana zakat. Persentase atau jumlah bagian
dana amil diambil berdasarkan ketentuan prinsip syariah serta
kebijakan amil itu sendiri. Namun ketika muzakki sudah
memberikan penentuan atas mustahiq yang berhak menerima
pendistribusian zakat tersebut maka amil tidak diperbolehkan
mengambil bagian dari pembayaran tersebut sebagai dana amil

karena aset zakat yang diperoleh secara keseluruhan harus diakui

9 Ibid., 3.
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sebagai dana zakat. Dalam peristiwa tersebut amil dapat
menerima bagian jika muzakki memberikan ujrah atau fee.
Pengukuran setelah Pengakuan Awal®°

Kelalaian amil atas tutunnya nilai aset zakat dapat menjadi
pengurang dana amil atau kerugian amil sebagai bentuk
pertanggung jawaban atas kelalainnya. Namun jika penurunan
nilai aset zakat terjadi tidak disebabkan kelalaian amil maka
perlakuannya adalah sebagai pengurang dana zakat.
Penyaluran®!

Penyaluran zakat kepada mustahiq perlakuannya adalah
diakui menjadi pengurang dana sesuai jumlah yang diberikan
kepada mustahiq jika penyaluran tersebut dalam bentuk kas. Jika
penyaluran tersebut dalam bentuk non kas maka transaksi

tersebut diakui sebagai pengurang sejumlah yang tercatat.

Infak/Sedekah

1)

Pengakuan awal®

Pengakuan infak/sedekah yang diperoleh dibagi menjadi dua
yaitu sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat
sebagaimana sesuai dengan tujuan orang yang memberikan
infak/sedekah. Jika pemberi infak/sedekah membayar dalam

bentuk kas maka pengakuannya sesuai dengan jumlah yang

% 1bid., 4.
% 1bid.,
52 bid., 5.
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diterima. Namun jika pemberi infak/sedekah membayar dalam
bentuk non kas maka pengakuannya sebesar nilai wajarnya.
Untuk bagian dana amil dari infak/sedekah sama halnya dengan
bagian dana amil dari zakat yaitu amil dapat mengambil bagian
dari dana infak namun perentasenya harus sesuai dengan
ketentuan syariah. Untuk bagian amil diakui sebagai dana amil
dan diakui sebagai dana infak/sedekah dari dana infak/sedekah
yang doterima.
Pengukuran setelah pengakuan awal

OPZ dapat menerima dana berbentuk kas taupun aset on kas
yang mana aset non kas tersebut juga dapat berbentuk aset
lancar atau tidak lancar. Jika aset tidak lancar yang diterima
disertai dengan amanah untuk mengelola maka aset tersebut
penilaiannya sebesar nilai wajar sesuai dengan saat dilakukan
penerimaan dan dilakukan pengakuan sebagai aset tidaklancar
infak/sedekah. Perlakuan penysutan atas aset tersebut yaitu
debagai pengurang dana infak/sedekah jika aset tersebut telah
ditentukan penggunaannya oleh pemberi. Namun ketika OPZ
menerima aset berupa non kas yang dimaksudkan untuk segera
didistribusikan maka pengakuan atas aset ini yaitu sebagai aset
lancar. Aset ini biasanya dapat bebentuk bahan yang habis
pakai, misalnya bahan yang diguanakn untuk mebuat makanan:

atau aset yang memiliki umur ekonomi yang lama, misalnya
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kendaraan ambulance. Aset non kas lancar seperti yang
disebutkan penilaiannya sebesar perolehan sedangkan aset non
kas tidak lancar penilaiannya sebesar nilai wajar berdasarkan
penjelasan yang ada di PSAK yang sesuai.>

Kelalaian amil atas menurunnya nilai aset infak/sedekah
tidak lancar dapat menjadi pengurang dana amil ataupun
kerugian amil sebagai bentuk pertanggung jawaban atas
kelalainnya. Namun jika menurunnya nilai aset infak/sedekah
terjadi bukan penyebab kelalaian yang dilakukan oleh amil maka
perlakuannya adalah sebagai pengurang dana infak/sedekah.
“Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam
jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana
infak/sedekah.””™*
Penyaluran®

Penyaluran dana infak/sedekah  kepada penerima
perlakuannya adalah diakui menjadi pengurang dana sesuai
jumlah yang diberikan jika penyaluran tersebut dalam bentuk
kas. Jika penyaluran tersebut berupa non kas maka transaksi
tersebut diakui sebagai pengurang sejumlah yang tercatat aset

yang diserahkan.

53 1bid.,
% 1bid.,
% 1bid., 6.
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Ketika terjadi penyaluran infak/sedekah kepada amil lain
dan amil tersebut tidak menerima kembali aset yang telah
disalurkan tersebut maka perlakuannya yaitu sebagai pengurang
dana infak/sedekah. Dana bergulir dicatat piutang infak/sedekah
bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah dapat terjadi
ketika terdapat penyaluran dana infak/sedekah kepada penerima

yang akhir.%®

3. Dana Nonhalal

Penerimaan dana nonhalal merupakan penerimaan dana yang
didapat dari aktivitas yang tidak menganut pada prinsip syariah,
misalnya penerimaa yang didapat dari jasa giro ataupun penerimaan
dari bunga yang berasal dari bank yang bukan bank syariah (bank
konvensional). Dana nonhalal yang ada biasanya merupakan dana yang
tidak diinginkan oleh OPZ jikapun dana ini ada maka sifatnya darurat.
Jika terdapat danan nonhalal maka pengakuan penerimaanya sebagai
dana nonhalal yang harus dipisahkan dengan dana zakat dan dana
infak/sedekah.”’

a. Penyajian

Dana nonhalal berasal dari aktivitas yang tidak mengikuti

pada prinsip syariah untuk itu openyajian dana non halal harus

% 1hid.,
5 1bid., 7.
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disajikan sendiri-sendiri atatu tidak boleh dijaikan sat dengan

dana yang lainnya pada laporan neraca.

. Pengungkapan Zakat

Amil wajib melakukan pengungkapan atas hal-hal berikut terkait

dengan transaksi zakat, namun tidak dibatasi pada:

(1) Kebijakan terkait pendistribusian  zakat, misalnya
penyaluran untuk hal yang paling diutamakan dan penerima
yang telah ditentukan;

(2) Pembagian dana untuk dana amil maupun non amil
merupakan salah satu hal penting yang mana kebijakannya
pembagian besarnya persentasenya harus diungkapkan;

(3) Metode yang digunakan dalam melakukan penentuan nilai
wajar yang dipakai untuk penerimaan zakat berbentuk aset
nonkas;

(4) Beban pengelolaan zakat serta jumlah dana yang diberikan
kepada penerima zakat harus dirinci jumlah penyalurannya;
dan

(5) Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
Sifat hubungan istimewa;

Jumlh dan macam-macam aset yang disalurkan; dan
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Persentase atas aset yang dilakukan penyaluran tersebut
diambil dari total pendistribusian selama seperiode.

Pengungkapan Infak/Sedekah

Pengungkapan yang harus dilakukan oleh Amil meliputi

beberapa hal berikut ini namun tidak dibatasi pada:

(a) Metode yang digunakan dalam melakukan penentuan nilai
wajar aset non kas atas penerimaan infak/sedekah;

(b) Pembagian dana untuk dana amil maupun non amil
merupakan salah satu hal penting yang mana kebijakannya
pembagian besarnya persentasenya harus diungkapkan;

(c) Kebijakan terkait pendistribusian infak/sedekah, misalnya
penyaluran untuk hal yang paling diutamakan dan penerima
yang telah ditentukan

(d) Dana infak/sedekah yang tidak disalurkan secara langsung
atau dimanfaatkan terlebh dahulu harus diungkapkn pada
catatan atas laporan keuangan. Pengungkapannya meliputi
jumlah serta persentase semua penerimaan infak/sedekah
selama satu periode disertai dengan alsan pemanfaatannya;

(e) Pengungkapan yang dimaksudkan pada huruf d
pengungkapannya dilakukan dengan terpisah;

(f) Jika terdapat aktivitas pemanfaatan dana infak/sedekah
berupa aset kelolaan yang penggunaannya diberikan kepada

yang lebih berhak maka jumlah serta persentase
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pemanfaatannya harus diungkapkan dalam catatan atas
laporan keuangan disertai dengan alasan;

(g) Beban pengelolaan infak/sedekah serta jumlah dana yang
diberikan kepada penerima bantuan harus dirinci jumlah
penyalurannya;

(h) Dana infiak/sedekah harus dibedakan pemakaiannya
menjadi terikat atau tidak terikat; dan

(i) hubungan istimewa antara amil dengan penerima
infak/sedekah yang meliputi:

(i) sifat hubungan istimewa;

(i) jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan

(i)  presentase atas aset yang dilakukan penyaluran
tersebut diambil dari total pedistribusian selama
periode.

Pengungkapan berikut ini juga harus dilakukan diluar dari

pengugkapan yang telah disebutkan diatas, berikut yang harsu

diungkapkan oleh amil:

(@) jika ada dana nonhalah maka harus dilakukan
pengungkapkannya yang meliputi  kebijakan  dari
penerimaan dan pendostribusian, nominalnya serta alasan
adanya dana nonhalal tersebut; dan

(b) kinerja lembaga amil atas penerimaan dan penyaluran dana

zakat dan dana infak/sedekah.
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E. Laporan Keuangan Amil Zakat
Laporan keuangan adalah informasi keuangan yang penyajian dan
penyiapannya dilakukan oleh manajemen dari suatu perusahaan kepada
pihak internal dan eksternal, yang meliputi semua aktivitas bisnis yang
digunakan oleh manajemen sebagai alat pertanggungjawaban dan
komunikasi kepada pihak-pihak yang membutuh-kannya.%®
1. Tujuan Laporan Keuangan
Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai media informasi yang
dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang memiliki
kepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam mengambil keputusan
ekonomi dan sosial yang materiil. Di samping itu, tujuan lain dari
laporan keuangan yaitu sebagai ukuran kepatuhan OPZ pada prinsip
syariah tentang transaksi zakat serta aktivitas usahanya, menyediakan
informasi tentang kepatuhan Amil Zakat terhadap prinsip syariah serta
informasi mengenai penerimaan dana non-halal yang ada di OPZ dan
menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk evaluasi sebagai
pemenuhan tanggung jawab OPZ atas kepercayaan dalam
penarikan/penghimpunan dana serta pengelolaan dan penyalurannya.
Orang yang memiliki kepentingan untuk menggunakan laporan
keuangan Amil Zakat dapat menilai:
1) Pelayanan yang diberi olen Amil Zakat dan kemampannya dalam

konsistensi melakukankan jasa tersebut; dan

8 Wiwin Yadiati, Teori Akuntansi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 52.
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Pelaksanaan tanggung jawab manajemen amil zakat dan unsur lain
dari cara kerja mereka.

Informasi yang berguna untuk dikeluarkan dalam laporan keuangan

antara lain, sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Saldo dan sifat aset, hutang dan jumlah dana Amil Zakat;

Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah
nilai dan sifat ekuitas dana;

Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam
satu periode dan hubungan antara keduanya;

Bagaiaman Amil Zakat memperolehn dan membanfaatkann kas
serta komponen lainnya yang bisa mempengaruhi likuiditasnya
likuiditasnya;

Seberap patuh amil zakat pada aturan syariah dan terbukanya amil
zakat jika terdaoat transaksi yang tidak diperbolehkan oleh aturan
syariah serta perlakuan amil terhadap penerimaan dan
pendistribusian dana tersebut; dan

Kinerja amil dalam melakukan peningkatan kesejahteraan dan
pembrian solusi untuk maslaah yang dialami oleh mustahik.

Laporan keuangan juga merupakan salah satu media

pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan dana yang telah

dipercayakan kepada pihak manajamene.

Proses Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat dan

Infak/Sedekah
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Identifikasi Transaksi

Transaksi amil dibedakan menjadi tiga macam, di antaranya
adalah transaksi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat,
transaksi penghimpunan dan pendistribusian dana infak/sedekah,
serta penghimpunan dan penggunaaan dana amil. Transaksi
penerimaan dana zakat dan transaksi penerimaan dana infak/sedekah
sama, Yyaitu berasal dari entitas usaha dan juga dari individu muslim.
Untuk transaksi penyaluran dana zakat diberikan kepada delapan
golongan (asnaf) yang telah diatur dalam syariat agama dan
disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 “Sesungguhnya zakat itu
hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang
dilunakkan hatinya (mualaf), untuk(memerdekakan) hamba sahaya,
untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan
untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari
Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. Sedangkan
penyaluran dana infak/sedekah dapat diserahkan kepada siapapun
tanpa adanya batasan untuk golongan tertentu, sehingga dapat juga
digunakan untuk pemberdayaan ekonomi umat, atau kegiatan sosial
dan kegiatan keagamaan Islam lainnya. Sumber dana amil berasal
dari penerimaan atas hak zakat, infak/sedekah, penerimaan dari
sumber entitas lain, dan hasil pengelolaan dana amil.
Transaksi Zakat

1) Penerimaan zakat
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Amil dapat menerima zakat dari entitas usaha syariah atupun

perorangan yang muslim. Amil akan mencatat sebagai Kas dan

Penerimaan Dana Zakat atas penerimaan zakat tersebut.

Penyaluran zakat

Amil dapat menyalurkan dana zakat kepada delapan golongan

yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Berikut merupakan

klasifikasi penyaluran zakat:

a)

b)

d)

Zakat disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya
sebagai distribusi dana zakat untuk keperluan sehari-hari
bagi orang yang menerima zakat, seperti untuk keperluan
memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan,
pendidikan, pembebasan utang gharimin, atau pembebasan
perbudakan.

Penyaluran dana zakat untuk mualaf sebagai bentuk
melembutkan hati mualaf.

Penyaluran dana zakat untuk jihad fisabilillah, seperti
membiayai para dai untuk berdakwah di daerah terpencil,
mendirikan masjid atau sarana pendidikan di pedalaman,
dan membiayai logistik untuk perang melawan kaum
kafirin.

Penyaluran dana zakat untuk pengelola dana zakat atau amil

digunakan untuk biaya penghimpunan dan penyaluran
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zakat. Biaya ini dapat digunakan untuk keperluan gaji
pengelola, biaya sewa kantor, biaya listrik dan telepon,
biaya transportasi, biaya perlengkapan kantor, biaya
pembelian kendaraan operasional, dan biaya internet.
Zakat dimanfaatkaan untuk dana bergulir, maksudnya dalah
zakat tersebut dimanfaatkam untuk pemberdayakan
ekonomi masyarakat agar meningkat, sehingga untuk
perlakuannya belum sebagai penyaluran, tetapi digunakan
suntuk Aset Piutang Pemberdayaan. Namun hal tersebut
masih menimbulkan perbedaan pendapat, yaitu zakat hanya
disalurkan kepada delapan golongan dan itu bersifat final
karena sesuai dengan syariah bahwa zakat adalah hak dari
delapan golongan tersebut.

Dana zakat juga dapat disalurkan yang berupa aset
kelolaan. dana tersebut dapat berupa dana yang
dimanfaatkan sendiri oleh amil ataupun dikelola oleh
lembaga independen lain yang diberi kepercayakan oleh
amil. Jika terdapat penyaluran untuk aset kelolaan maka
amil harus menyiapkan Laporan Aset Kelolaan dalam
laporan keungannya. Namun penyaluran dalam bentuk aset
kelolaan tetap dibatasi oleh fatwa mui No.14 yaitu, apabila
tidak ada kebutuhan mendesak bagi para mustahik untuk

menerima harta zakat.
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Dana zakat juga dapat dislaurkan melalui amil lain, dalam
hal ini dana zakat hanya boleh dipotong untuk dana amil
sebanyak 1 (satu) kali dan amil lain akan menerimah ujrah

dari amil pertama.

c. Transaksi Infak/Sedekah

1) Penerimaan Infak/Sedekah

2)

Transaksi penerimaan infak/sedekah dapat berasal dari entitas

usaha syariah maupun individu muslim. Amil mendapatkan

tambahan atas penerimaan dana infak/sedekah yang dicatat

sebagi Kas Dana Infak/Sedekah dan menjadi penambah bagi

Dana Infak/Sedekah.

Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran infak/sedekah dapat dilakukan oleh dengan

ketentuan penyaluran yang dijelaskan berikut:

a)

b)

Penyaluran kepada orang yang berhak menerima sebagai
distribusi dana infak/sedekah untuk keperluan konsumsi
mustahik, seperti untuk keperluan makan, sandang, papan,
kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Pendistribusian dana infak/sedekah untuk kelolaan zakat,
infak/sedekah (amil). Amil dapat mengeluarkan biaya
antara lain dalam bentuk gaji pengelola, biaya sewa kantor,

biaya listrik dan telepon, biaya transportasi, biaya
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perlengkapan kantor, biaya pembelian kendaraan
operasional, dan biaya internet.

c) Dana infak/sedekah digunakan untuk dana bergulir, yang
dipinjamkan guna memberdayakan ekonomi umat,
sehingga diperlakukan sebagai penyaluran, akan tetapi
diperlakukan sebagai Piutang Infak/Sedekah bergulir.

d) Danainfak/sedekah juga bisa dilakukan penyaluran sebagai
aset kelolaan. Dana tersebut dapat dikelolan sendiri oleh
lembaga amil ataupun memberi kepercayaan kepada
lembaga independen lain untuk mengelolanya. Jika amil
melakukan penyaluran aset maka amil wajib menyusun
Laporan Aset Kelolaan di laporan keuangannya.

3. Unsur-Unsur Laporan Keuangan®®
a. Laporan posisi keuangan
Laporan posisi keuangan berisi informasi tentang aset
(termasuk aset kelolaan), liabilitas, dan saldo dana serta
menyediakan informasi tentang hubungan di antara komponen-
komponen tersebut pada tanggal yang telah ditentukan. Informasi
dalam Laporan Posisi Keuangan dapat dipakai bersamaan dengan

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya sehingga

% Teten Kustiawan, Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PAAZ): Panduan Implementasi Penyusunan
Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109, (Jakarta: FOZ, 2012), 29.
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dapat membantu para pengguna laporan keuangan Amil Zakat untuk

menilai:

1) Kemampuan Amil Zakat untuk memberikan pelayanan dengan
konsisten; dan

2) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan dalam membayar
hutangnya, dan kebutuhan pembiayaan luar jika ada.

Laporan Posisi Keuangan meliputi komponen Amil Zakat
harus secara lengkap dan harus menampilkan total aset, liabilitas,
dan saldo dana.

Laporan perubahan dana

Laporan perubahan dana memiliki tujuan utama dalam
menyediakan berbagai informasi diantaranya adalah adanya suatu
kejadian yang dapat memengaruhi transaksi dan kejadian lain yang
dapat mengakibatkan perubahan saldo dan sifat saldo dana, adanya
korelasi antar transaksi dan kejaidan lain, dan pemanfaatan sumber
day dalam melaksanakan bermacam-macam program atau jasa.

Informasi dalam Laporan Perubahan Dana dapat digunakn
bersamaan dengan pengungkapan informasi di laporan keuangan
lainnya sehingga dapat memberikan bantuan kepada para pengguna
laporan keuangan Amil Zakat untuk menilai:

1) Kinerja dalam satu periode;
2) Menilai usaha, kapabilitas, dan keberlanjutan Amil Zakat dalam

memberikan pelayanan; dan
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3) Memberikan penilaian terhadap penerapan tanggung jawab dan
performa tata keloala amil zakat.

Laporan perubahan dana meliputi susunan amil zakat dengan
cara menyeluruh dan melakukan penyajian berubahnya jumlah saldo
dana dalam satu periode. Perubahan saldo dana pada laporan
perubahan dana selanjutnya terlihat pada saldo dana di laporan
posisi keuangan. Laporan perubahan dana paling tidak berisi tentang
pOS-pos yang di antaranya adalah penerimaan,
penyaluran/penggunaan, surplus atau defisit, saldo awal, dan saldo
akhir.

Laporan perubahan aset kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan memiliki tujuan untuk menyajikan

informasi yang dapat digunakan oleh orang yang menggunakan

laporan keuangan meliputi:

1) Jumlah, macam, dan perubahan aset kelolaan yang ada di amil
zakat;

2) Transaksi dan kejadian lain yang bisa memengaruhi terhadap
total dan sifat saldo aset kelolaan; dan

3) Hubungan antar trnasaksi dan kejadian lain yang dapat
mempengaruhi total aset kelolaan.

Informasi dalam laporan perubahan aset kelolaan yang

digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan
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keuangan lainnya dapat membantu para pengguna laporan keuangan

untuk:

1) Menilai performa manajemen selama satu periode;

2) Mengetahui komponen saldo dana yang termasuk dalam kas dan
setara kas dengan total dana yang termasuk aset kelolaan; dan

3) Mengevaluasi komponen pendistribusian.

Laporan perubahan aset kelolaan menampilkan perubahan
total dan nilai aset kelolaan dalam satu periode. Perubahan total aset
kelolaan di laporan perubahan aset kelolaan kemudian akan terlihat
pada akun yang ada di laporan posisi keuangan dan laporan
perubahan dana.

Laporan perubahan aset kelolaan paling tidak terdiri dari pos-pos

sebagai berikut:

a) Aset kelolaan yang berupa aset lancar;

b) Aset kelolaan yang berupa aset tidak lancar serta akumulasi
penyusutan;

c) Penambahan dan pengurangan;

d) Akumulasi penyusutan/penyisihan;

e) Saldo awal; dan

f) Saldo akhir.

Laporan arus kas

Laporan arus kas bertujuan menampilkan informasi untuk orang

yang memggunakan laporan keuangan dalam melihat:
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1) Apakah amil zakat mampu dalam mendapatkan kas dan setara
kas; dan

2) Penggunaan arus kas tersebut untuk kebutuhan amil zakat.

Laporan arus kas meliputi seluruhan arus kas dalam aktivitas

operasi, investasi, dan pendanaan selam suatu periode.

Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan

informasi bagi orang yang membutuhkan laporan keuangan tentang:

1) Profil serta sejarah dari amil zakat;

2) Pernyataan atas aturan akuntansi yang dipakai untuk menyusun
laporan keuangan;

3) Pos-pos penting yang ada di laporan keuangan yang telah
disajikan juga harus dijelaskan dalam catatan atas laporan
keuangan;

4) Rasio-rasio keuangan; dan

5) Melakukan pengungkapan atas beberapa hal yang dianggap
penting yang sekiranya dapat berugna untuk membuat

keputusan.
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DATA PENELITIAN

A. Sejarah Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah Muhammadiyah
(LAZISMU)

LAZISMU merupakan lembaga amil zakat dan infak/sedekah yang
didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002 dan
disahkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil
Zakat Nasional (LAZNAS) dengan SK No. 457/21 November 2002. Karena
Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor
14 tahun 2014 dan Keputusan Menteri Agama RI nomor 333 tahun 2015
maka di tahun 2016 LAZISMU disahhkan kembali lewat SK Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor 730 tahun 2016.

LAZISMU termasuk lembaga zakat yang sudah memiliki ijin secara
resmi dan nasional yang memiliki tujuan menguatkan masyarakat dalam
pengguunaan dana zakat, dana infak, dan dana lainnya secara produktif.
Terdapat dua fator yang melatar belakangi berdirinya LAZISMU. Yang
pertama, karena tatanan sosial yang lemah kemiskiman yang ada di
Indonesia masih tinggi dan masih rendahnya pembangunan manusia.
Kedua, Indonesia termasuk negara dengan jumlah muslim terbanyak
sehingga dengan adanya zakat diharapkan dapat membantu mengatasi
masalah sosial. Akan tetapi fakta yang ada menunjukkan bahwa potensi

sosial yang ada masih belum maksimal dalam mengatasi permasalahan
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tersebut. Sehingga LAZSIMU didirikan sebagai lembaga pengelolaan zakat
dengan pengelolaan yang baru yang diharapkan dapat menjadi pemecah
problem sosial yang selama ini masih tidak terselesaikanm.

LAZISMU telah berkembang pesat dengan memiliki beberapa
cabang yang ada di seluruh wilayah Indonesia salah satunya yang ada di
Kabupaten Mojokerto. LAZISMU Kabupaten Mojokerto berada dalam
naungan LAZISMU Wilayah Jawa Timur yang mempunyai wilayah kerja
di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto. LAZISMU Kabupaten
Mojokerto didirikan pada tahun 2015 namun pengelolaannya masih belum
maksimal yang kemudian melakukan perubahan setruktural yang baru agar
dapat tercapainya keefektifan dan profesional kerja, serta dalam
mengoptimalkan kapasitas ZIS di Kabupaten Mojokerto sehingga aktif
kembali pada Januari 2018.

. Visi dan Misi LAZISMU Kabupaten Mojokerto
1. Visi
Bertekad Menjadi Amil Zakat Terpercaya di Kabupaten Mojokerto.
2. Misi
1) “Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan
transparan”;
2) “Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan
produktif”;

3) “Optimalisasi pelayanan donatur”.
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C. Struktur Organisasi

KOORD. BIDANG
LAZIS PDM
H. Nur Hadi, S.Sos
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DEWAN SYARIAH

Drs. H.
Anshoruddin, M.A

Drs. H. Mustafa,
M.M.

F-—————————————— = — = — — 1

BADAN PENGURUS

Ketua : M. Djumadi Ramelan, S.H.

Wakil Ketua : Muhammad

Rofi’udin
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi LAZISMU Kabupaten Mojokerto
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D. Program Penyaluran LAZISMU Kabupaten Mojokerto
Program yang ada di LAZSIMU Kabupaten Mojokerto dibagi
menjadi lima pilar dan setiap pilar terdapat beberapa program yang sudah
menjadi ketentuan dari pusat. Akan tetapi setiap LAZSIMU diberikan
kebebasan dalam menjalankan program yang sekiranya mampu untuk
dilakukan. Berikut beberapa program yang dijalankan oleh LAZSIMU
Kabupaten Mojokerto:
1. Pilar Pendidikan
a. Beasiswa Mentari
Program beasiswa yang diberikan oleh Lazismu kepada siswa siswi
tingkat TK hingga SMA. Beasiswa Mentari memberikan
kesempatan kepada anak-anak yatim, dhuafa yang berprestasi
untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang tertinggi.
b. Peduli Guru ‘Aisyiyah se-Kabupaten Mojokerto
Program ini merupakan program yang bertujuan dalam rangka
meningkatkan potensi atau sebagai bentuk apresiasi atas
pengabdian guru untuk pendidikan anak Indonesia.
2. Pilar Kesehatan
a. Peduli Kesehatan & Ambulan Gratis
Program berupa layanan ambulans gratis, antar jemput pasien,
kegiatan edukasi kesehatan, pembagian vitamin, hingga alat bantu

kesehatan seperti kuris roda, tongkat jalan dil.



64

3. Pilar Ekonomi
a. Pemberdayaan UMKM
Gerakan pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi
berbasis keluarga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan
kehidupan mustahik menjadi muzakki dalam semua aspeknya,
termasuk dalam aspek psikologis dan ekonomi
4. Pilar Dakwah
a. Back to Masjid
Program menyemarakkan masjid sebagai pusat pembinaan
(dakwah, sosial, pendidikan) dan pemberdayaan (ekonomi) bagi
masyarakat dan jamaah sekitar masjid.
b. Da’i Perkotaan
5. Pilar Sosial Kemanusiaan
a. MSC (Muhammadiyah Senior Care)
Program santunan dan bantuan sosial bagi masyarakat fakir,
miskin, janda, para jompo dan anak-anak yatim berupa beras setiap
bulan.
6. Program Rutin
a. Qurban untuk Kemanusiaan
b. Kado Ramadhan

c. Ramadhan Mencerahkan
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E. Penghimpunan Dana Zakat dan Infak/Sedekah
1. Jemput Donasi

LAZISMU memiliki tim khusus untuk melakukan penjemputan
dana zakat dan infak/sedekah kepada masyarakat. Penjemputan
dilakukan setiap hari dengan wilayah berbeda-beda sesuai dengan
pembagiannya. Donatur juga bisa menghubungi nomor admin
LAZISMU apabila ingin dilakukan penjemputan dana yang akan
diserahkan. Pernyataan tersebut berdasarkan hasil wawancara peneliti
dengan staff keuangan.

“Kalau memang mau diambil atau dijemput ya bisa mengubungi
nomor admin yang ada di majalah, website, atau di instagram.”

2. Transfer
LAZISMU juga memiliki beberapa rekening yang dapat digunakan

untuk pembayaran zakat dan infak/sedekah. Untuk pembayaran zakat
dapat ditransfer melalui rekekning zakat Bank Mandiri Syariah
9988776618 dan untuk pembayaran infak dapat ditransfer melalui
rekekning infak Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, dan Bank BRI
Syariah. Hal ini sesuai dengan pernyataan staff keuangan pada saat
wawancara.
“Kalau mau transfer ya transfer nanti buktinya dikirim ke admin lalu
kita buatkan kwitansi trus kita fotokan dan dikirim melalui nomor
admin.”

3. Pembayaran Langsung

Pembayaran langsung zakat dan infak/sedekah dapat dilakukan

dengan datang ke kantor LAZISMU yang berada di JI. Meduran No. 1
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Awang-Awang Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. Setelah
melakukan pembayaran akan diberikan kwitansi dan dituntun
membacakan niat sesuai dengan peruntukan dana. Hal ini berdasarkan
pengamatan dari peneliti pada saat melakukan penelitian.
F. Pelaporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto
Laporan keuangan merupakan salah satu media yang dapat
digunakan untuk pertanggung jawaban dari suatu perusahaan atau badan
usaha. LAZISMU Kabupaten Mojokerto sebagai organisasi nirlaba yang
mengelola dana dari masyarakat juga membuat laporan keuangan sebagai
pertanggung jawaban bahwa dana yang dititipkan benar-benar disalurkan
kepada orang yang tepat.

Berikut alur pelaporan keuangan yang ada di LAZISMU Kabupaten

Mojokerto:
Pembayaran Transfer Bank Pengajuan Pengajuan Online
Langsung Langsung
Bukti Transaksi Survey
Staff FDO —»| Jurnal Penerimaan [—» Staff Keuangan
Laporan Keuangan Buku Besar < Jurnal Pengeluaran

Gambar 3.2 Alur Pelaporan Keuangan LAZISMU
Kabupaten Mojokerto
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Alur pelaporan keuangan yang ada di LAZISMU dimulai dari
pembayaran langsung ke kantor atau penjemputan dana yang dilakukan oleh
tim fundrising lalu disetor kepada staff Front Desk Office yang kemudian
oleh staff FDO dicatat di jurnal penerimaan. Setelah dicatat di jurnal
penerimaan, staff FDO menyerahkan uang dan catatan transaksi kepada
staff keuangan. Untuk alur pengeluaran dimulai dari pengajuan bantuan
secara langsung ke kantor atau melalui online. Setelah itu akan dilakukan
survey oleh tim lapangan, jika layak diberi bantuan maka staff keuangan
melakukan pengeluaran dana dan mencatat di jurnal pengeluaran. Staff
keuangan lalu posting ke buku besar dari jurnal penerimaan dan
pengeluaran untuk diolah menjadi laporan keuangan. Uang yang disetorkan
kepada staff keuangan disetor ke bank selambat-lambatnya satu minggu
sekali atau dua minggu sekali jika transaksinya dianggap banyak. Hal
tersebut sesuai dengan penjelasan manager kantor LAZISMU pada saat
wawancara.

LAZISMU Kabupaten Mojokerto hanya menyusun tiga laporan
keuangan diantaranya Laporan Neraca, Laporan Perubahan Dana, dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

1. Pengakuan dan Pengukuran
a. Zakat dan Infak/Sedekah
Penerimaan dana zakat dan infak/sedekah dilakukan
pengakun pada saat aset kas dan non kas yang diterima. Untuk

aset nonkas yang diterima dinilai berdasarkan harga perolehan.
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Seperti apa yang telah dijelaskan staff keuangan pada saat
wawancara.

“Pengakuannya ya saat orang berdonasi berupa apa, zakat atau
infak, kalo infak ya bisa jadi infak umum apa terikat sesuai
dengan akadnya. Untuk penerimaan aset nonkas Kita
konversikan jadi rupiah sesuai harga pasar.”

b. Dana Non halal

LAZSIMU Kabupaten mojokerto dalam melakukan
penerimaan via transfer menggunakan Bank yang berbasis
syariah, sehingga tidak ada dana non halal yang diungkapkan.
“Kita menggunakan rekening syariah semua BNI syariah,
Mandiri Syariah, BRI Syariah. Yang BRI Syariah itu ada bagi
hasilnya tapi nggak seberapa jadi ya diputer lagi untuk biaya
admin bank itu sendiri. Jadi untuk menghindari dana nonhalal
kita tidak menggunakan rekening konvensional.”

Untuk distribusi dana zakat dan infak/sedekah dilakukan melalui
proses pengajuan kemudian dilakukan survey oleh tim lapangan
LAZISMU. Zakat yang sudah disalurkan dapat dilakukan pengakuan
menjadi pengurang dana zakat sesuai total yang diberikan jika dalam
bentuk kas, dan sesuai dengan jumlah yang ada jika dalam bentuk aset
nonkas.

“Penyalurannya by pengajuan, jadi diasessment dulu, disurvey dulu
kenapa dia butuh atau perlu dibantu. Dana yang sudah disalurkan diakui

menjadi pengurang dana zakat kalau penyaluran zakat, kalau
penyaluran infak ya diakui pengurang dana infak, begitu.”
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2. Penyajian
a. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan yang ada di LAZISMU menyajikan
aset dan liabilitas. Penyajian aset diklasifikasi menjadi aset lancar,
aset tetap dan aset kelolaan, namun aset yang dimiliki LAZISMU
selama tahun 2018 dan 2019 hanya dari kas dan setara kas sebesar
Rp. 28.751.031. Liabibilitas pada laporan posisi keuangan tersebut
juga diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka panjang, liabilitas
jangka pendek dan saldo dana. LAZISMU tidak memiliki liabilitas
pada tahun 2018 dan 2019, sehingga jumlah liabilitas pada laporan
posisi keuangan hanya berasal dari saldo dana zakat, dana
infak/sedekah dan dana amil sebesar Rp. 28.751.031 pada tahun
2018 sehingga jumlah aset dan jumlah liabilitas balance. Pada
tahun 2019 jumlah aset dan jumlah liabilitas juga balance yaitu

sebesar Rp. 20.166.456.



Gambar 3.3 Laporan Posisi Keuangan 2018
Sumber: LAZISMU Kabupaten Mojokerto 2020
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Gambar 3.4 Laporan Posisi Keuangan 2019
Sumber: LAZISMU Kabupaten Mojokerto 2020

b. Laporan Perubahan Dana
Laporan perubahan dana di LAZISMU disajikan secara

terpisah untuk dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil.



72

Laporan untuk dana zakat berisi akun penerimaan dana zakat,
pendistribusian dana zakat, dan saldo akhir dana zakat. Penerimaan
dana zakat terdiri dari penerimaan zakat profesi, zakat mal, zakat
perdagangan, zakat pertanian, zakat fitrah, bagi hasil rekening
zakat dan penerimaan zakat lainnya. Selama tahun 2018 hanya ada
dua penerimaan yang terdapat di LAZISMU vyaitu penerimaan
zakat mal sebesar Rp. 15.260.825 dan penerimaan zakat fitrah
sebesar Rp. 542.000 dengan jumlah penerimaan dana zakat sebesar
Rp. 15.802.825 dan di tahun 2019 penerimaan dana zakat yang
diterima yaitu penerimaan zakat mal sebesar Rp. 57.140.363,
penerimaan zakat fitrah sebesar Rp. 695.000 dan bagi hasil
rekening zakat sebesar Rp. 29.590. Sedangkan penyaluran dana
zakat terdiri dari akun penyaluran untuk delapan asnaf yaitu fakir
miskin, amil, muallaf, riqob, ghorimin, fisabiilillah, ibnu sabil dan
penyaluran untuk administrasi bank zakat. Jika dilihat dari laporan
keuangan di atas penyaluran hanya dilakukan kepada dua asnaf
yaitu fakir miskin sebesar Rp. 11.987.300 dan amil sebesar Rp.
1.975.300 dengan jumlah penyaluran dana zakat sebesar Rp.
13.962.600 selama tahun 2018. Hal tersebut sesuai dengan
pernyataan manajer LAZISMU pada saat wawancara ‘“untuk
penyaluran dana zakat sendiri hanya dapat disalurkan kepada dua
asnaf karna memang di daerah sini adanya fakir miskin, ada yang

disalurkan ke asnaf lain tapi tidak selalu ada setiap tahunnya”. Di
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tahun 2019 penyaluran dana zakat lebih besar dan lebih merata ke
seluruh asnaf dibanding dengan yang tahun 2019 jadi jumlah
penyaluran dana zakat selama tahun 2019 adalah Rp. 56.094.906.
saldo akhirnya berjumlah Rp. 3.610.287 setelah ditambah dengan

saldo awal.

Gambar 3.5 Laporan Perubahan Dana Zakat 2018
Sumber: LAZISMU Kabupaten Mojokerto 2020
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Gambar 3.6 Laporan Perubahan Dana Zakat 2019
Sumber: LAZISMU Kabupaten Mojokerto 2020

Selanjutnya adalah laporan perubahan dana untuk dana
infak/sedekah per 31 Desember 2018 dan 2019 berisi akun
penerimaan, penyaluran dan saldo akhir. Pada akun penerimaan
diklasifikasikan menjadi dua yaitu penerimaan dana infak/sedekah
terikat dan penerimaan dana infak/sedekah. Lima penerimaan dana
infak terikat diantaranya adalah penerimaan untuk beberapa pilar

aksi kemanusiaan yang menjadi program LAZISMU Kabupaten
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Mojokerto dan ditambah dengan qurban, fidyah, bagi hasil
rekening infak terikat dan penerimaan infak terikat lainnya dengan
jumlah keseluruhan sebesar Rp. 231.591.000 selama tahun 2018,
Rp. 419.185.775 selama tahun 2019. Sedangkan untuk penerimaan
infak/sedekah tidak terikat hanya ada satu penerimaan infak umum
sebesar Rp. 58.578.000 pada tahun 2018 dan sebesar Rp.
217.781.775 pada tahun 2019. Pendistribusian dana infak/sedekah
di tahun 2018 dan 2019 juga dibagi menjadi dua yaitu
pendistribusian infak terikat dan penydistribusian infak tidak
terikat dengan klasifikasi yang sama dengan penerimaan dana
infak/sedekah,  sehingga  jumlah  pendistribusian  dana
infak/sedekah adalah Rp. 287.672.316 di tahun 2018 dan Rp.
417.682.681 di tahun 2019. Dari jumlah penerimaan dana
infak/sedekah dikurang jumlah penyaluran dana infak/sedekah dan
ditambah dengan saldo awal sebesar Rp. 3.000.000 menghasilkan
saldo akhir sebesar Rp. 5.496.684 pada tahun 2018 dan Rp.

14.888.269 untuk saldo akhir pada tahun 2019.
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Gambar 3.7 Laporan Perubahan Dana Infak 2018
Sumber: LAZISMU Kabupaten Mojokerto 2020
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Gambar 3.8 Laporan Perubahan Dana Infak 2019
Sumber: LAZISMU Kabupaten Mojokerto 2020

Laporan perubahan dana untuk dana amil teridiri dari
penerimaan dan penyaluran. Penyaluran dana amil digunakan
sebagai pengeluaran untuk biaya-biaya yang berkaitan dengan
kegiatan operasional kantor LAZISMU. Sedangkan penerimaan
dana amil berasal dari zakat, infak/sedekah, dan ujrah dari donatur

lain. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nizar pada saat wawancara
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“Dana amil dari zakat 15% maksimalnya, kalau dari infak kita

ambil 20% itu.”

Gambar 3.9 Laporan Perubahan Dana Amil 2018
Sumber: LAZISMU Kabupaten Mojokerto 2020
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Gambar 3.10 Laporan Perubahan Dana Amil 2019
Sumber: LAZISMU Kabupaten Mojokerto 2020

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

LAZISMU Kabupaten Mojokerto tidak membat laporan
perubahan dana karena tidak melakukan penyaluran berupa aset
kelolaan. Seperti yang dijelaskan staff keuangan pada saat
wawancara “kami tidak ada laporan perubahan dana karena semua

aset yang kita miliki milik perserikatan muhammadiyah”.
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d. Laporan Arus Kas
LAZISMU menyiapkan laporan arus kas yang mencakup
dalam aktivitas operasi saja karena tidak ada aktivitas investasi dan
pendaan yang dilakukan. Laporan arus kas dilaporkan dalam satu
periode satu bulan untuk kepentingan publikasi dalam majalah dan
website. Apabila transaksi dalam satu bulan terlalu sedikit, maka

laporan arus kas disajikan dalam dua bulan.

Gambar 3.11 Laporan Arus Kas Januari 2019
Sumber: LAZISMU Kabupaten Mojokerto 2020
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e. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan LAZISMU menjelaskan
tentang informasi umum lembaga amil, kebijakan akuntansi yang
meliputi dasar penyajian laporan keuangan, aset tetap, pengakuan
pendapatan dan beban serta penjelasan mengenai komponen-
komponen laoran posisi keuangan dan perubahan dana.
3. Pengungkapan
LAZISMU Kabupaten mojokerto melakukan pengungkapan atas
laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas
laporan keuangan LAZISMU menjelaskan tentang informasi umum
lembaga amil, kebijakan akuntansi yang meliputi dasar penyajian
laporan keuangan, aset tetap, pengakuan pendapatan dan beban serta
penjelasan mengenai pos-pos laoran posisi keuangan dan perubahan
dana.
4. Pengakuan dan Pengukuran Dana Nonhalal
Dalam melakukan penerimaan dana zakat dan dana infak/sedekah
LAZISMU menggunakan rekening bank syariah. Hal tersebut
dilakukan untuk menghindari adanya dana nonhalal. Jadi tidak ada ada
laporan keuangan untuk dana nonhalal di LAZISMU Kabupaten
Mojokerto. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan staff keuangan
“untuk dana nonhalal kita tidak ada. Kita menggunakan bank syariah

untuk menghindari dana nonhalal. Ya meskipun tetap ada bagi hasil tapi
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sudah sesuai sama prinsip syariah. Jadinya tidak ada laporan dana
nonhalal.”
G. Akuntabilitas Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto
1. Penyiapan Laporan Keuangan secara Tepat dan Cepat

Pertanggungjawaban LAZ dalam mengelola dana dapat dilihat dari
penyiapan laporan keuangan yang ada. Laporan keuangan yang ada di
LAZISMU Kabupaten Mojokerto ada dua macam vyaitu periode
bulanan dan periode tahunan. Untuk periode bulanan yaitu berupa
laporan arus kas yang dipublikasikan di majalah dan media sosial
LAZISMU. Menurut keterangan manager kantor LAZISMU laporan
keuangan arus kas diselesaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 25
dan dipublikasikan tanggal 8 di awal bulan depan. Namun menurut
pengamatan yang dilakukan oleh peneliti laporan keuangan yang
dipubublikasikan terjadi keterlambatan atau melebihi tanggal yang
sudah ditentukan.

2. Komite Audit dan Manajemen Risiko Koordinasi Kerja

LAZISMU Kabupaten Mojokerto tidak memiliki komite audit
khusus. Namun dalam struktur organisasi terdapat Badan Pengawas
yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap Kkinerja
manajemen serta kegiatan yang ada di LAZISMU dan memberikan
saran kepada pihak manajemen jika terdapat penyimpangan atau tidak

sesuai dengan ketentuan syariah.
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3. Monitoring Program Kerja/Kegiatan

LAZISMU memiliki beberapa program kerja atau program kegiatan
penyaluran dana ZIS. Tidak semua kegiatan tersebut dilakukan secara
rutin perbulan akan tetapi beberapa kegiatan dilakukan pada saat
tertentu seperti program rutin qurban untuk kemanusiaan, kado
ramadhan dan ramadhan mencerahkan yang dilakukan hanya saat pada
bulan ramadhan.

Monitoring program Kkerja/kegiatan dilakukan bersama dengan
evaluasi yaitu setiap hari sebelum jam buka kantor oleh badan eksekutif
dan setiap bulan yang dilakukan bersama seluruh jajaran kepungurusan
di LAZISMU Kabupaten Mojokerto.

4. Evaluasi Program Kerja/Kegiatan

Evaluasi program kerja/kegiatan di LAZISMU ada dua macam,
evaluasi yang pertama yaitu evaluasi yang dilakukan oleh badan
eksekutif setiap pagi sebelum masuk jam kantor dengan diawali
membaca al-quran dan dilanjutkan dengan kultum tentang ZISKA,
Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah kemudian membahas
tentang operasional kantor dan diskusi mengenai kendala yang dialami
dan evaluasi sehari sebelumnya. Evaluasi yang kedua yaitu evaluasi
yang dilakukan semua anggota termasuk Dewan Syariah, Badan

Pengawas, dan Badan Pengurus setiap satu bulan sekali.
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H. Transparansi Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto
1. Rencana Kerja Tahunan
Rencana kerja tahunan digunakan sebagai pengendali untuk
kegiatan yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan. Program-
program kerja yang ada di LAZISMU merupakan program yang telah
ditentukan oleh LAZISMU pusat, tetapi tidak semua program dapat
dijalankan karena situasi dan kondisi. Untuk itu LAZISMU Kabupaten
Mojokerto menjalankan beberapa program dan menambah program
yang sekiranya mampu untuk dilakukan. Rencana kerja untuk program
tambahan yang ada di LAZISMU dilakukan setiap satu tahun sekali.
2. Penyediaan informasi Laporan Keuangan berkala triwulan, tengah
tahunan dan tahunan
Laporan keuangan yang disajikan LAZISMU Kabupaten Mojokerto
memiliki periode bulanan dan tahunan. Untuk periode tahunan
menyajikan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan
catatan atas laporan keuangan yang digunakan sebagai pelaporan
kepada LAZISMU Provinsi Jawa Timur untuk dikonsolidasi. Untuk
periode bulanan yaitu laporan arus kas yang digunakan untuk publikasi
di majalah dan website selambat-lambatnya awal bulan depan atau
sesuai dengan keluarnya majalah. Jika transaksi dalam satu bulan dirasa
terlalu sedikit maka laporan arus kas dibuat dan dipublikasi setelah dua

bulan. Laporan keuangan yang dipublikasi hanya penerimaan dan
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penyaluran, hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Nizar
selaku staff keuangan LAZISMU

“Periode pelaporannya tiap bulan kita buat laporan, tapi kalo yang dari
tahun 2018 2019 kita per tahun. Jadi pada saat akhir tahun, yang tiap
bulan itu kita gabung semua. Mulai dipublikasikan itu tahun 2019 yang
di web sama yang di majalah.”

. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi

LAZISMU Kabupaten Mojokerto mulai menyusun laporan
keuangan dengan berpedoman PSAK 109 pada tahun 2019. LAZISMU
mengakui aset kas dan non kas yang diterima pada waktu terjadi
penerimaan dana zakat dan infak/sedekah. Jika ada yang memberikan
berupa aset nonkas maka dinilai sesuai dengan harga perolehan. Secara
penyajian LAZISMU hanya dapat menyajikan tiga laporan keuangan
diantara lima laporan keuangan yang ditentukan oleh PSAK 109.
Laporan keuangan yang dapat disusun oleh LAZISMU diantaranya
adalah laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan catatan
atas laporan keuangan. Pada laporan posisi keuangan LAZISMU tidak
mengungkapkan jumlah aset yang dimiliki dengan alasan aset tersebut
adalah milik persyerikatan muhammadiyah jadi semua aset yang
dimiliki merupakan pinjaman PDM, namun hal itu tidak diungkapkan
dalam catatan atas laporan keuangan. Pada awalnya laporan keuangan
tahun 2018 masih sederhana yaitu berupa penerimaan dan pelaporan.
Pada tahun 2020, laporan keuangan tahun 2018 telah selesai dikonversi

berdasarkan PSAK 109.
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4. Pemakaian teknologi informasi dalam publikasi laporan kegiatan dan
keuangan
Pemakaian teknologi informasi saat ini menjadi sangat penting
karna dapat digunakan semua kalangan. Untuk itu perkembangan
teknologi informasi dapat dimanfaatkan oleh lembaga zakat sebagai
media pelaporan kegiatan dan keuangan. Hal ini sesuai dengan yang
dilakukan LAZISMU Kabupaten Mojokerto yaitu memanfaatkan
media dalam melakukan transparansi kegiatan dan keuangannya. Media
yang digunakan adalah website lazismumojokerto.org, facebook
Lazismu Kab. Mojokerto, instagram lazismu.kabmojokerto, whatsapp
yang banyak digunakan oleh publik. LAZISMU sudah memiliki
website yang berisi tentang informasi sejarah singkat berdirinya
LAZISMU, program-program yang ada di LAZISMU, fundrising,
berita, laporan kegiatan dan laporan keuangan. Setiap kegiatan yang
dilakukan dilaporkan dalam website tersebut, hal ini dapat
memudahkan masyarakat untuk menilai akuntabilitas dan transparansi
lembaga zakat tersebut sehingga kepercayaan masyarakat pada
Lazismu semakin tinggi. Instagram dan facebook LAZISMU juga
digunakan untuk melaporkan program kegiatan yang telah
dilaksanakan dan lebih banyak digunakan untuk membagikan informasi
bagi donatur yang ingin menyalurkan bantuan. Laporan kegiatan dan
laporan keuangan LAZISMU juga dilaporkan melalui majalah Mata

Hati. Dalam majalah tersebut selain berisi tentang laporan kegiatan dan



89

laporan keuangan juga terdapat laporan nama-nama donatur yang telah
memberikan bantuan selama periode pelaporan sesuai yang ada di

majalah.



BAB IV
ANALISIS DATA

A. Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto
dalam Perspektif PSAK 109

Laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto menyiapkan 3 laporan
keuangan diantaranya laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan catatan
atas laporan keuangan. Terdapat beberapa proses sebelum dilakukan pencatatan
dalam laporan keuangan LAZISMU yaitu dana zakat dan infak atau sedekah yang
diterima oleh front office dicatat dalam jurnal penerimaan lalu direkapitulasi perhari
dan diserahkan kepada staf keuangan untuk diposting ke buku besar. Untuk proses
pengeluaran staff keuangan menerima data penerima bantuan dari tim survey yang
kemudian dana disalurkan dan dilakukan pencatatan pada jurnal pengeluaran lalu
diposting ke buku besar untuk diolah menjadi laporan keuangan, hal ini sesuai
dengan pernyataan manager LAZISMU Kabupaten Mojokerto.

Laporan keuangan amil zakat berdasarkan PSAK 109 terdapat lima unsur
diantaranya adalah laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan
perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
LAZISMU telah menerapkan PSAK 109 pada laporan posisi keuangan dan laporan
perubahan dana. Sedangkan pada laporan arus kas masih belum sepebuhnya
disusun berdasarkann PSAK 109 dan terdapat beberapa pengungkapan tentang

kebijakan yang tidak diungkapkn pada catatan atas laporan keuangan.

90
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Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat dan Infak/Sedekah

Pengakuan adalah proses pencatatan secara resmi suatu kuantitas sehingga
akan berpengaruh terhadap suatu pos dan terefleksi dalam laporan keuangan.
Pengakuan dana zakat dilakukan pada saat penerimaan sebagai penambah dana
zakat. Untuk imbalan amil diambil dari dana zakat dengan persentase sesuai
dengan prinsip syariah yang berlaku. Kecuali jika mustahignya sudah
ditentukan oleh muzakki seluruh dana zakat yang didapat hanya diakui sebagai
dana zakat.

Menurut keterangan staff keuangan LAZISMU dana zakat diakui dan
dicatat ketika terjadi pembayaran dan juga ketika terjadi penyaluran sebagai
pengurang dana zakat. Untuk dana amil diambil sebesar 15% dari dana zakat
yang tidak ditentukan mustahignya sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk pengakuan dana infak/sedekah dilakukan pada waktu penerimaan
sebagai penambah dana infak/sedekah sesuai dengan jenisnya yaitu infak
terikat atau infak tidak terikat. Infak terikat adalah infak yang diserahkan
dengan syarat kepada siapa infak tersebut harus diberikan dan infak tidak
terikat adalah infak yang tidak ada syarat.

Sesuai keterangan dari staff keuangan LAZISMU vyaitu pengakuan dana
infak/sedekah sama halnya dengan dana zakat dan jumlah persentase yang
digunakan untuk dana amil juga sama dengan dana zakat yaitu 15% dari dana
infak/sedekah.

Pengukuran adalah penentuan besarnya jumlah rupiah pada pos yang

terlibat dalam suatu transaksi. Dasar pengukuran dalam transaksi akuntansi ada
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dua yaitu yang pertama, ketika aset ditulis sebagaimana kas atau setara kas
yang dikeluarkan pada saat memperoleh aset terbebut maka disebut sebagai
biaya historis. Yang kedua, ketika aset dicatat sebagai pengeluaran kas atau
setara kas pada saat harga sekarang sesuai dengan pasar maka disebut sebagai
nilai wajar.

Pengukuran dana zakat dan infak/sedekah di LAZISMU diakui sebesar
jumlah yang diperoleh apabila dalam bentuk kas dan diakui sebesar nilai pasar
saat ini jika diterima dalam bentuk non kas seperti beras dan bahan pokok
lainnya. Hal ini sesuai dengan keterangan manager LAZISMU pada saat
melakukan wawancara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan
pengukuran dana zakat dan infak/sedekah di LAZISMU Kabupaten Mojokerto
sama dengan pengakuan dan pengukuran yang ada di PSAK 109.

Penyajian
a. Laporan Posisi Keuangan
Laporan posisi keuangan bertujuan untuk memberikan beberapa
informasi aset, liabilitas dan saldo dana zakat dan infak/sedekah sehingga
dalam laporan ini dapat diketahui jumlah akhir dari aset dan liabilitas yang
dimiliki suatu entitas. Laporan Posisi Keuangan meliputi komponen Amil
Zakat harus dengan lengkap dan wajib menyajikn total aset, liabilitas, dan
saldo dana.
Laporan posisi keuangan LAZISMU periode 2018 dan 2019 terdiri
dari komponen aset, liabilitas dan saldo dana ZIS. Aset digolongkan

sebagai aset lancar, aset tetap dan aset kelolaan dengan total seluruh aset
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sebesar Rp. 20.166.456. Sedangkan liabilitas diklasifikasikan menjadi
liabilitas jangka pendek dan liablitas jangka panjang dengan jumlah
liabilitas Rp. 0. Untuk saldo dananya diklasifikasikan menjadi dana zakat,
dana infak/sedekah, dan dana amil. Jadi, penyajian Laporan Posisi
Keuangan LAZISMU sudah sesuai dengan PSAK 109 yaitu terdiri dari
komponen aset, liabilitas, dan saldo dana yang pelaporannya juga
dipisahkan untuk dana zakat dan dana infak/sedekah.

Laporan Perubahan Dana

Salah satu tujuan laporan perubahan dana adalah menyediakan
informasi tentang pemanfaatan sumber daya untuk melaksanakan berbagai
program atau jasa. Untuk itu laporan perubahan dana minimal mencakup
pos-pos yang di antaranya adalah penerimaan, penyaluran/penggunaan,
surplus atau defisit, saldo awal, dan saldo akhir.

Laporan perubahan dana di LAZISMU disajikan secara terpisah
untuk dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Dalam laporan
perubahan dana terdapat akun penerimaan, penyaluran/penggunaan, dan
saldo akhir dalam setiap dana yang disajikan. Untuk itu laporan perubahan
dana di LAZISMU telah disusun berdasarkan PSAK 109.

Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan perubahan aset kelolaan menyajikan perubahan nilai dan
jumlah aset kelolaan dalam masa periode. Perubahan saldo aset kelolaan
dalam laporan perubahan aset kelolaan selanjutnya tercermin pada akun

yang terlihat pada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana.
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Amil dapat melakukan penyajikan laporan perubahan aset kelolaan ketika
terdapat penyaluran untuk aset kelolaan.

LAZISMU Kabupaten Mojokerto tidak membuat laporan perubahan
dana karena tidak melakukan penyaluran berupa aset kelolaan. Seperti
yang dijelaskan staff keuangan pada saat wawancara

“Kami tidak ada laporan perubahan dana karena semua aset yang kita
miliki milik perserikatan muhammadiyah”.

Laporan Arus Kas

Laporan arus kas mempunyai tujuan utama dalam menyajikan
sebuah informasi bagi pengguna laporan keuangan untuk memberikan
penilaian terhadap kapabilitas amil zakat untuk mendapatkan kas dan
setara kas dan kebutuhan amil zakat dalam penggunaan arus kas tersebut.
Laporan arus kas meliputi arus kas secara menyeluruh dalam aktivitas
operasi, investasi, dan pembiyaan dalam satu periode.

LAZISMU tidak memiliki aktivitas investasi dan pendanaan, untuk
itu LAZISMU hanya dapat melaporkan arus kas yang berasal dari aktivitas
operasi. Namun penyajian laporan arus kas yang dipublikasikan hanya
berasal dari penerimaan dan penyaluran dana ZIS dalam periode satu
bulan. LAZISMU tidak menyertakan penggunaan dana untuk beban
pegawai, beban administrasi, dan beban lain-lain yang juga merupakan
bagian dari aktivitas operasi.

Laporan arus kas dilaporkan dalam satu periode satu bulan untuk
kepentingan publikasi dalam majalah dan website. Apabila transaksi

dalam satu bulan terlalu sedikit, maka laporan arus kas disajikan dalam
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dua bulan dan laporan arus kas yang ada di LAZISMU Kabupaten telah
disusun berdasarkan PSAK 1009.
e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan bertujuan menampilkan sebuah
informasi untuk para pengguna laporan keuangan tentang profil
perusahaan, aturan akuntansi yang dipakai sebagai pedoman laporan
keuangan, komponen-kompenen yang sudah seharusnya ada pada setiap
unsur laporan keuangan, dan hal hal lainnya yang dianggap penting untuk
pengambilan keputusan.

Catatan atas laporan keuangan LAZISMU menjelaskan tentang
informasi umum OPZ, kebijakan akuntansi yang meliputi dasar penyajian
laporan keuangan, aset tetap, pengakuan pendapatan dan beban serta
penjelasan mengenai komponen-komponen laporan posisi keuangan dan
perubahan dana.

Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan pos-pos atau transaksi yang terjadi di catatan
atas laporan keuangan sesuai apa yang telah ditentukan dalam PSAK 109.
LAZISMU Kabupaten mojokerto melakukan pengungkapan atas laporan
keuangan pada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan
LAZISMU menjelaskan tentang informasi umum lembaga amil, kebijakan
akuntansi yang meliputi dasar penyajian laporan keuangan, pengakuan
pendapatan dan beban serta uraian mengenai komponen-komponen laoran

posisi keuangan dan perubahan dana. Namun peneliti menemukan bahwa
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LAZISMU Kabupaten Mojokerto tidak melakukan pengungkapan atas
kebijakan penyaluran zakat seperti yang sudah dijelaskan dalam PSAK 109
misalnya persentasi pembagian untuk danan amil dan dana non amil atas
penerimaan zakat dari transaksi zakat dan infak/sedekah. Dan tidak adanya
pengungkapan atas aset bahwa aset yang ada di LAZISMU Kabupaten
Mojokerto adalah milik persyerikatan muhammadiyah. Pada catatan atas
laporan keuangan hanya diungkapkan mengenai metode penyusutan aset teap.
Pengakuan dan Pengukuran Dana Nonhalal

Dana nonhalal merupakan dana yang didapat dari transaksi yang tidak
sesuai dengan prinsip syariah seperti bunga yang didapat dari rekening bank
konvensional. Laporan keuangan dana nonhalal harus ditampilkan sendiri dari
laporan keuangan dana amil, dana zakat dan dana infak/sedekah. OPZ
mengakui penerimaan dana nonhalal sebagai penambah dana nonhal dan
terpisah dari dana lainnya.

Dalam melakukan penerimaan dana zakat dan dana infak/sedekah
LAZISMU Kabupaten Mojokerto menggunakan rekening bank syariah. Hal
tersebut dilakukan untuk menghindari adanya dana nonhalal. Hal tersebut
sesuai dengan penjelasan staff keuangan
“Untuk dana nonhalal kita tidak ada. Kita menggunakan bank syariah untuk
menghindari dana nonhalal. Ya meskipun tetap ada bagi hasil tp sudah sesuai

sama prinsip syariah. Jadinya tidak ada laporan dana nonhalal.”

Tabel 4.1 Penyajian Laporan Keuangan

PSAK 109 LAZISMU Kabupaten Mojokerto
Laporan Posisi Keuangan Laporan Posisi Keuangan
Laporan Perubahan Dana Laporan Perubahan Dana
Laporan Perubahan Aset Kelolaan -




97

Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas

Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan

Berikut ini merupakan analisis akuntabilitas laporan keuangan LAZISMU
Kabupaten Mojokerto dalam perspektif PSAK 109:
1. Penyiapan laporan keuangan secara tepat dan cepat

Laporan keuangan menjadi salah satu alat pertanggung jawaban yang dapat
memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam mempercayai OPZ. Laporan
keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban OPZ kepada
masayarakat. Untuk itu OPZ harus menyajikan laporan keuangan secara tepat
dan cepat agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penyiapan laporan keuangan di LAZISMU Kabupaten Mojokerto periode
bulanan dan periode tahunan. Untuk periode bulanan diselesaikan selambat-
lambatnya setiap tanggal 25 dan dipublikasikan tanggal 8 di awal bulan depan.
Namun menurut pengamatan yang dilakukan oleh peneliti laporan keuangan
yang dipublikasikan terjadi keterlambatan atau melebihi tanggal yang sudah
ditentukan. Secara ketepatan penyajian laporan keuangan, LAZISMU
Kabupaten Mojokerto masih belum melakukan penyajian laporan keuangan
berdasarkan aturan PSAK 109 karena LAZISMU hanya dapat menyusun tiga
laporan keuangan diantara lima laporan keuangan yang telah ditentukan oleh
PSAK 109. LAZISMU juga belum melakukan pengungkapan atas atas
kebijakan penyaluran zakat, kebijakan dana amil dan dana non amil terhadap
persentasi pembagian dana atas penerimaan zakat dan infak/sedekah

sebagaimana yang sudah dijelaskan pada PSAK 109.
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Komite audit dan manajemen risiko koordinasi kerja

Suatu instansi atau organisasi perlu adanya komite audit dan manajemen
risiko koordinasi kerja. Komite audit dan manajemen risiko koordinasi kerja
dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap proses manajemen risiko
diantaranya identifikasi memberikan keputusan tentang program manajemen
risiko, serta administrasi program secara menyeluruh.

Di LAZISMU hanya terdapat Badan Pengawas yang memiliki fungsi yang
hampir sama dengan komite audit dan manajemen risiko koordinasi kerja.
Fungsi badan pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja
manajemen serta kegiatan yang ada di LAZISMU dan memberikan saran
kepada pihak manajemen jika terdapat penyimpangan atau tidak sesuai dengan
ketentuan syariah.

Monitoring program kerja/kegiatan

LAZISMU Kabupaten Mojokerto memiliki banyak program kegiatan
penyaluran dana ZIS. Untuk itu perlu dilakukan monitoring program kerja atau
kegiatan agar dapat melihat bagaimana cara para pegawai mengatasi hambatan
dalam kegiatan yang dilakukan.

Monitoring program kerja/kegiatan dilakukan bersama dengan evaluasi
yaitu setiap hari sebelum jam buka kantor oleh badan eksekutif dan setiap bulan
yang dilakukan bersama seluruh jajaran kepungurusan di LAZISMU

Kabupaten Mojokerto.
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Evaluasi program kerja/kegiatan

Evaluasi atau penilaian program Kkerja/kegiatan perlu dilakukan oleh
LAZISMU Kabupaten Mojokerto untuk mengetahui apakah programnya telah
berjalan sesuai rencana atau tidak. Jika ada yang tidak sesuai maka bisa ditinjau
kembali melalui evaluasi tersebut.

Evaluasi di LAZISMU dilakukan setiap hari pada pagi hari untuk
membahas kegiatan yang dilakukan sehari sebelumnya. Evaluasi ini tidak
dilakukan oleh seluruh jajaran pengurus melainkan hanya dilakukan oleh badan
eksekutif. Evaluasi yang diikuti seluruh jajaran pengurus diantaranya dewan
syariah, badan pengurus, badan pengawas dan badan eksekutif dilakukan setiap
satu bulan sekali.

Tabel 4.2 Analisis Akuntabilitas Laporan Keuangan LAZISMU
Kabupaten Mojokerto

No | Indikator LAZISMU Kabupaten | PSAK 109
Akuntabilitas | Mojokerto
1 | Penyiapan Penyiapan laporan | Dalam PSAK 109 laporan

laporan keuangan secara cepat | keuangan yang disiapkan

keuangan belum dilakukan karena | OPZ ada 5 yaitu laporan

secara tepat | laporan keuangan yang | perubahan dana, laporan

dan cepat dipublikasikan ~ masih | posisi keuangan, laporan
terjadi  keterlambatan | aset kelolaan, laporan arus
atau melebihi tanggal | kas, dan catatan atas
yang sudah ditentukan. | laporan keuangan.
LAZISMU hanya | Dalam PSAK 109
menyajikan laporan | dijelaskan bahwa OPZ
posisi keuangan, | harus melakukan
laporan perubahan dana, | pengungkapan atas atas
dan catatan atas laporan | kebijakan penyaluran
keuangan. zakat, kebijakan
LAZISMU hanya | pemecahab dana amil dan
melakukan dana non amil terhadap
pengungkapan persentasi pembagian atas
mengenai informasi | zakat dan infak/sedekah
umum, kebijakan | yang doterima.
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akuntansi yang meliputi
dasar penyajian laporan
keuangan aset tetap dan
pengakuan pendapatan

LAZISMU belum
melakukan penyiapan
laporan keuangan secara
tepat karena masih belum

dan satu bulan sekali
olenh seluruh jajaran
pengurus.

dan beban serta | sesuai dengan PSAK 109.
keterangan komponen-
komponen laporan
posisi keuangan dan
perubahan dana.

2 | Komite audit | LAZISMU tidak | -
dan memiliki komite audit
manajemen dan manajemen risiko
risiko koordinasi kerja.
koordinasi Namun LAZISMU
kerja memiliki badang

pengawas yang
tugasnya sama dengan
komite  audit  dan
manajemen risiko
koordinasi kerja.

3 | Monitoring Monitoring progrm | -
program kegiatan dilakukan
kerja/kegiatan | bersama dengan

evaluasi yaitu setiap
hari dan satu bulan
sekali.

4 | Evaluasi Evaluasi di LAZISMU | -
program dilakukan setiap hari
kerja/kegiatan | oleh badan eksekutif

dalam Perspektif PSAK 109

1. Rencana Kerja Tahunan

B. Analisis Transparansi Laporan Keuangan LAZISMU Kabupaten Mojokerto

Rencana kerja tahunan merupakan kontrol kegiatan yang akan dilakukan

dalam perusahaan atau organisasi. Aktivitas dapat dikendalikan jika ada
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rencana kerja tahunan dan tujuan yang akan dicapai juga akan berjalan dengan
baik seiring dengan baiknya suatu pengendalian rencana kerja.

Rencana kerja LAZISMU dilakukan satu tahun sekali sebelum
terlaksananya proses kegiatan. Program-program kegiatan yang ada di
LAZISMU sudah ada ketentuan dari pusat, jadi LAZISMU hanya menjalankan
yang mampu dilakukan dan menambah beberapa kegiatan.

Penyediaan informasi Laporan Keuangan berkala triwulan, tengah tahunan dan
tahunan

Penyediaan informasi laporan keuangan merupakan salah satu bentuk dari
transparansi. Transaparansi laporan keuangan harus dilakukan organisasi
publik untuk meningkatkan kepercayaan masyrakat. Untuk itu penyediaan
informasi laporan keuangan berkala atau secara periodik menjadi penting untuk
dilakukan publikasi.

LAZISMU Kabupaten Mojokerto telah melakukan publikasi laporan
keuangan secara periodik yaitu setiap bulan atau dua bulan kepada masyarakat
melalui majalah dan webiste paling lambat pada pertengahan bulan sesuai
dengan yang dijelaskan oleh manager LAZISMU. Laporan keuangan yang
dipublikasi secara periodik kepada masyarakat yaitu laporan penerimaan dan
pendistribusian dana ZIS saja. Penjelasan tersebut merupakan hasil wawancara
peneliti dengan Bapak Nizar selaku staff keuangan LAZISMU
“Periode pelaporannya tiap bulan kita buat laporan, tapi kalau yang dari tahun
2018 2019 kita per tahun. Jadi pada saat akhir tahun, yang tiap bulan itu kita

gabung semua. Mulai dipublikasikan itu tahun 2019 yang di web sama yang di
majalah.”
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Untuk periode tahunan LAZISMU Kabupaten Mojokerto menyajikan
laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, dan catatan atas laporan
keuangan yang digunakan untuk dilaporkan kepada LAZISMU Provinsi Jawa
Timur untuk dikonsolidasi. Namun dari hasil penelitian bahwa laporan
keuangan yang dipublikasi di website masih sering terjadi keterlambatan
dikarenakan staff keuangan yang berjumlah satu orang sehingga staff FDO
memiliki dua tugas sebagai editor redaksi majalah dan juga membantu staff
keuangan untuk input laporan keuangan.

Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi

Berdasarkan teorinya transparansi memiliki arti terbukanya badan
pengelola keuangan masyarakat dalam menerbitkan aturan-aturan tentang
keuangan agar masyarakat dapat mengawasi dan mengetahui dengan jelas dana
yang telah diberikan kepada pengelola. Pemerintah yang tanggap terhadap
kepentingan masyarakat dapat mencipatakan pemerintah yang bersih, efisien,
efektiif, responsif serta akuntabel. Dewan standar akuntansi syariah 1Al (Ikatan
Akuntan Indonesia) membuat standar khusus berbentuk PSAK 109 tentang
akuntansi zakat sebagai bahan acuan pada penyusunan laporan keuangan
lembaga zakat seluruh Indonesia.

LAZISMU Kabupaten Mojokerto mulai menyusun laporan keuangan
dengan berpedoman PSAK 109 pada tahun 2019. Secara pengukuran dan
pengungkapan LAZISMU sudah mengikuti aturan yang ada di PSAK 109 yaitu

mengakui penerimaan dana zakat dan infak/sedekah LAZISMU pada saat aset
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kas dan non kas yang diterima. Jika ada yang memberikan berupa aset nonkas
maka dinilai sesuai dengan harga perolehan.

Secara penyajian LAZISMU hanya dapat menyajikan tiga laporan keuangan
diantara lima laporan keuangan yang ditentukan oleh PSAK 109. Laporan
keuangan yang dapat disediakan LAZISMU diantaranya adalah laporan posisi
keuangan, laporan perubahan dana dan catatan atas laporan keuangan.
LAZISMU juga menyajikan laporan arus kas untuk kepentingan publikasi.
Namun penyajian laporan arus kas yang dipublikasikan hanya berasal dari
penerimaan dan penyaluran dana ZIS dalam periode satu bulan. LAZISMU
tidak menyertakan penggunaan dana untuk beban pegawai, beban administrasi,
dan beban lain-lain yang juga merupakan bagian dari aktivitas operasi. Pada
laporan posisi keuangan LAZISMU tidak menyajikan jumlah aset yang
dimiliki dengan alasan aset tersebut adalah milik persyerikatan
muhammadiyah jadi seluruh aset yang dimiliki merupakan pinjaman PDM,
namun LAZISMU tidak melakukam pengungkapan tentang hal tersebut dalam
catatan atas laporan keuangan. LAZISMU Kabupaten Mojokerto juga tidak
melakukan pengungkapan atas kebijakan penyaluran zakat, aturan pemecahann
antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat dan infak/sedekah
seperti persentase pembagian dana amil dari transaksi zakat dan infak/sedekah
seperti yang ada di PSAK 109.

Pemakaian teknologi informasi dalam publikasi laporan kegiatan dan keuangan

Pemakaian teknologi informasi saat ini menjadi sangat penting karna dapat

digunakan semua kalangan. Untuk itu perkembangan teknologi informasi
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dapat dimanfaatkan oleh lembaga zakat sebagai media pelaporan kegiatan dan
keuangan. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan LAZISMU Kabupaten
Mojokerto yaitu memanfaatkan media dalam melakukan transparansi kegiatan
dan keuangannya. Media yang digunakan adalah website, facebook, instagram,
whatsapp yang banyak digunakan oleh publik. LAZISMU sudah memiliki
website yang berisi tentang informasi sejarah singkat berdirinya LAZISMU,
program-program yang ada di LAZISMU, fundrising, berita, laporan kegiatan
dan laporan keuangan. Setiap kegiatan yang dilakukan dilaporkan dalam
website tersebut, hal ini dapat memudahkan masyarakat untuk menilai
akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat tersebut sehingga kepercayaan
masyarakat pada LAZISMU semakin tinggi. Instagram dan facebook
LAZISMU juga digunakan untuk melaporkan program kegiatan yang telah
dilaksanakan dan lebih banyak digunakan untuk membagikan informasi bagi
donatur yang ingin menyalurkan bantuan. Laporan kegiatan dan laporan
keuangan LAZISMU juga dilaporkan melalui majalah Mata Hati. Dalam
majalah tersebut selain berisi tentang laporan kegiatan dan laporan keuangan
juga terdapat laporan nama-nama donatur yang telah memberikan bantuan
selama periode pelaporan sesuai yang ada di majalah.

Tabel 4.3 Analisis Transparansi Laporan Keuangan LAZISMU
Kabupaten Mojokerto

No | Indikator LAZISMU Kabupaten | PSAK 109
Transparansi Mojokerto
1 | Rencana Kerja | Rencana kerja untuk | -
program tambahan
Tahunan yang ada di LAZISMU
dilakukan setiap satu
tahun sekali.




Penyediaan
informasi
Laporan
Keuangan
berkala
triwulan,
tengah tahunan

Laporan  Keuangan
LAZISMU  periode
tahunan untuk
dilaporkan kepada
LAZISMU Jawa

Timur. Untuk periode
bulanan yaitu laporan

dan tahunan arus kas yang

digunakan untuk

publikasi. Namun

laporan arus kasnya

hanya berupa

penerimaan dan

penyaluran dana ZIS

dan publikasinya

masih  belum dapat

dilakukan secara

konsisten.
Sistem Penyusunan laporan | Dalam PSAK 109
akuntansi keuangan dengan | disebutkan bahwa
berbasis berpedoman  PSAK | unsur laporan
standar 109 dimulai pada | keuangan amil ada 5
akuntansi tahun 2019. Namun | yaitu laporan

dalam hal | perubahan dana,

pengungkapan dan | laporan posisi

penyajian laporan | keuangan, laporan

keuangan masih belum | perubahan aset

sepenuhnya mengikuti
aturan yang ada di
PSAK 109. LAZISMU
hanya menyediakan
tiga laporan keuangan
dari  lima laporan
keuangan yang
ditentukan oleh PSAK
109. LAZISMU juga
tidak melakukan
pengungkapan  atas
kebijakan penyaluran
zakat, kebijakan
pembagian antara dana
amil dan dana non amil
atas penerimaan zakat
dan infak/sedekah
seperti persentase
pembagian dana amil.

kelolaan, laporan arus
kas, dan catatan atas
laporan keuangan.
Dalam PSAK 109 poi
pengungkapan
disebutkan bahwa amil
harus mengungkapan
beberapa hal salah
satunya adalah tentang

aturan  pemecahaan
antara dana amil dan
dana nonamil atas
penerimaan zakat
misalnya perentasi
pembagian serta
alasannya.

LAZISMU masih
belum sepenuhnya

menggunakan standar
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akuntansi PSAK 109
dalam laporan
keuangannya.

Pemakaian
teknologi
informasi
dalam
publikasi
laporan
kegiatan
keuangan

dan

Media yang digunakan
adalah website,
facebook, instagram,
whatsapp dalam
melaporkan kegiatan
dan laporan keuangan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari penelitian yang dilakukan mengenai analisis akuntabilitas dan
transparansi laporan keuangan dalam perspektif PSAK 109, dapat
disimpulkan bahwa:

1. Laporan keuangan yang disajikan sudah akuntabel berdasarkan indikator-
indikator yang ada diantaranya monitoring program kerja/kegiatan dan
evaluasi program kerja/kegiatan. Namun jika dilihat dalam perspektif
PSAK 109, laporan keuangan LAZISMU maish belum disajikan dengan
tepat.

2. Laporan keuangan yang disusun sudah transparan berdasarkan indikator-
indikator yang ada yaitu rencana kerja tahunan dan penggunaan teknologi
informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan. Sedangkan untuk
sistem akuntansi berbasis standar akuntansi dan penyediaan informasi
laporan keuangan berkala triwulan, tengah tahunan dan tahunan masih
belum dapat dilakukan secara tepat, cepat dan konsisten.

B. Saran

Dari kesimpulan yang sudah dipaparkan, maka penulis memberi
saran kepada LAZISMU Kabupaten Mojokerto agar meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang sesuai PSAK 109
dengan lebih lengkap agar publikasi laporan keuangan dapat dilakukan tepat

waktu.
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